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Sambutan

Dr. iur. Damos Dumoli Agusman, S.H., M.A.

Puji syukur kehadirat Tuhan YME atas diterbitkannya Buku Penanganan Bantuan Teknis
Hukum dalam Masalah Perdata Lintas Negara edisi 2021 ini yang merupakan
pemutakhiran dari buku serupa edisi 2018.

Dalam era ini, hubungan perdata atau komersial sudah tidak lagi mengenal batas
negara. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang bersifat lintas negara
yang penyelesaiannya membutuhkan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata
atau komersial lintas negara antarpengadilan yang berbeda wilayah yurisdiksinya.

Dalam memberikan pelayanan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata atau
komersial lintas negara ini dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang baik
antarpemangku kepentingan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Oleh sebab itu,
Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung telah secara bersama menata
penanganan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata atau komersial lintas
negara melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, Keputusan Bersama, dan
Perjanjian Kerja Sama.

Pelayanan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata atau komersial lintas negara
ini pun merupakan amanat Pasal 5 (j) Vienna Convention on the Consular Relation
tahun 1963 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982.

Buku Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata Lintas Negara edisi
tahun 2021 ini kiranya dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai
penanganan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata atau komersial lintas
negara. Harapan kami, dengan penerbitan buku ini, para pemangku kepentingan
terbantu dalam memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat pencari
keadilan yang menghadapi masalah perdata atau komersial lintas negara.

Terima Kasih.

Jakarta, Januari 2021

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional






Kata Pengantar

Lefianna Hartati Ferdinandus, S.H., LL.M.

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
perlindungan-Nya sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik.

Maksud dan tujuan pembuatan buku ini adalah untuk memberikan
pedoman yang komprehensif mengenai penanganan permintaan
bantuan teknis hukum dalam masalah perdata lintas negara.

Dalam buku ini dapat ditemukan naskah Nota Kesepahaman,
Keputusan Bersama, serta Perjanjian-Perjanjian Kerja Sama yang telah
ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dan Ketua Mahkamah Agung,
sebagai panduan pelaksanaan penanganan permintaan bantuan teknis
hukum dalam masalah perdata lintas negara.

Selain itu, pihak-pihak yang berkepentingan juga dapat mempelajari
diagram alur, format standar surat yang dipergunakan dan halaman
situs Rogatory Online monitoring (ROM) yang merupakan inovasi
Kementerian Luar Negeri.

Dalam buku ini, laman situs ROM dapat dipergunakan secara maksimal
oleh para pemangku kepentingan dalam penanganan permintaan
bantuan teknis hukum dalam masalah perdata lintas negara.

Jakarta, Januari 2021
Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya
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NOTA KESEPAHAMAN

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM
MASALAH PERDATA

NOMOR PRJ/HI/102/02/2018/01

NOMOR - /Ng/MA/2/2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh Februari dua ribu delapan belas,

yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Retno L. P. Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar
Negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Pejambon
No. 6, Jakarta Pusat;

. Muhammad Hatta Ali, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung
Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka
Utara Nomor 9, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
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Menimbang:

a. bahwa Indonesia telah menerima permintaan bantuan teknis hukum
(judicial assistance) dalam masalah perdata berupa surat rogatori
(rogatory letter atau letter of request atau rogatory commission) dan
penyampaian dokumen peradilan dari negara lain, dan Indonesia
pun telah menyampaikan permintaan bantuan teknis hukum
(judicial assistance) dalam masalah perdata berupa surat rogatori
(rogatory letter atau letter of request atau rogatory commission) dan
penyampaian dokumen peradilan kepada negara lain;

.bahwa Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan
nasional yang mengatur penanganan permintaan bantuan teknis
hukum dalam masalah perdata;

. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum sebagaimana dimaksud
pada huruf b, dipandang perlu untuk membentuk Nota
Kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah
Agung sebagai pedoman koordinasi untuk penanganan permintaan
bantuan teknis hukum dalam masalah perdata;

.bahwa Nota Kesepahaman antara Kemlu dan MA mengenai
Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah
Perdata yang telah ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2013

telah berakhir masa berlakunya, sehingga perlu diperbaharui;

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi

Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya

Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on
Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention
on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961)
dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler
Beserta  Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh
Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and
Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations

Concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran Negara

2
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Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3211);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Ketiga
dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah
Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3,
Penjelasan dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4958);

. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar
Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4358);

5. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006

Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

Mahkamah Agung RI;

. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Pengadilan;

. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

Dengan ini PARA PIHAK sepakat membentuk Nota Kesepahaman tentang
Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata,

yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

15



Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan,;

5.

Permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah perdata adalah
surat rogatori dan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam
masalah perdata.

Surat Rogatori Dalam Masalah Perdata (rogatory letter atau letter of
request atau rogatory commission), yang selanjutnya disebut Surat
Rogatori adalah surat permintaan dari negara lain untuk mendapatkan
bantuan teknis hukum di bidang keperdataan mengenai, namun tidak
terbatas pada bantuan mencari atau mengidentifikasi orang, mencari
atau mengidentifikasi aset-aset atau properti, memperoleh keterangan
saksi, memperoleh dokumen atau alat bukti lainnya, dan pelaksanaan
proses keperdataan.

Bantuan Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata
adalah bantuan untuk menyampaikan dokumen termasuk namun tidak
terbatas pada gugatan perdata, surat panggilan sidang perkara perdata,
surat pemeriksaan saksi, surat pernyataan upaya hukum, surat
pernyataan pemeriksaan berkas, putusan atau penetapan pengadilan,
surat-surat, akta-akta, dan dokumen keperdataan lainnya.

Pengadilan di Indonesia adalah pengadilan sebagaimana dimaksud
dalam peraturan perundang-undangan nasional mengenai kekuasaan
kehakiman.

Pengadilan Asing adalah Pengadilan di Negara lain.

Surat Pernyataan Upaya Hukum adalah surat pernyataan banding,
surat pernyataan kasasi, surat pernyataan peninjauan kembali, dan

surat pernyataan perlawanan.

Perwakilan RI di Luar Negeri adalah Perwakilan Diplomatik‘ dan

Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili
dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah
Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima atau pada

Organisasi Internasional.

16




BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman koordinasi

dalam menangani permintaan bantuan teknis hukum dalam masalah
perdata dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Asing dan dari
Pengadilan Asing kepada Pengadilan di Indonesia.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya
pemberian bantuan teknis hukum dalam masalah perdata dari
Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Asing dan dari Pengadilan

Asing kepada Pengadilan di Indonesia.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi:

a.

Penanganan surat rogatori dalam masalah perdata dari Pengadilan di
Indonesia;

Penanganan surat rogatori dalam masalah perdata dari Pengadilan
Asing;

Penanganan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam
masalah perdata dari Pengadilan di Indonesia; dan

Penanganan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam

masalah perdata dari Pengadilan Asing.

BAB IV

PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH
PERDATA DARI PENGADILAN DI INDONESIA KEPADA PENGADILAN ASING
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Bagian Kesatu

Penanganan Surat Rogatori dalam Masalah Perdata

Pasal 4

Pengadilan di Indonesia melalui Mahkamah Agung menyampaikan surat
rogatori dalam masalah perdata kepada Negara tujuan.

Surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan.

Mahkamah Agung melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan
surat rogatori yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) kepada Pengadilan Asing.

Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Luar Negeri
meneruskan surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada

otoritas berwenang di Negara tujuan.

Bagian Kedua

Penanganan Permintaan Penyampaian Dokumen Peradilan Masalah Perdata

Pasal 5

(1) Pengadilan di Indonesia melalui Mahkamah Agung mengajukan

permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata
kepada Negara tujuan.

Permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang
dipersyaratkan oleh Negara tujuan.

Mahkamah Agung meneruskan permintaan penyampaian dokumen
peradilan dalam masalah perdata yang telah memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Negara tujuan melalui

Kementerian Luar Negeri yang ditangani oleh:
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. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal
Hukum dan Perjanjian Internasional, dalam hal dokumen peradilan
ditujukan kepada Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing;

. Direktorat Konsuler/Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia
dan Badan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI), Direktorat Jenderal
Protokol dan Konsuler, dalam hal dokumen peradilan ditujukan
kepada Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri.

Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Luar Negeri
meneruskan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam
masalah perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada otoritas
berwenang atau pihak lainnya sesuai dengan ketentuan hukum Negara
tujuan.

Perwakilan RI di Luar Negeri meneruskan permintaan penyampaian
dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan hukum Negara tujuan.

BABV
PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH
PERDATA DARI PENGADILAN ASING

Bagian Kesatu

Penanganan Surat Rogatori dalam Masalah Perdata

Pasal 6

(1) Surat rogatori dalam masalah perdata dari Negara Asing harus

ditujukan kepada Mahkamah Agung dan disampaikan melalui

perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah rangkapannya

meliputi Indonesia.

Surat rogatori dalam masalah perdata sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

a. Nama dan Alamat jelas dari otoritas Negara Asing yang mengajukan

permohonan;
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. Nama dan alamat pihak-pihak berperkara (penggugat dan tergugat)
atau wakilnya;

. Ringkasan singkat perkara mengenai alasan dan tuntutan perkara
(fundamentum dan petitum);

. Jenis bantuan teknis hukum yang diminta;

. Nama dan alamat para saksi yang akan dihadirkan untuk diperiksa;
Pertanyaan yang perlu disampaikan kepada para saksi atau
persoalan yang harus mereka jelaskan;

. Dokumen atau barang yang perlu ditelaah;

. Pemberitahuan kepada institusi yang tercantum nama, tanggal, dan
tempat pelaksanaan permohonan, serta nama dan alamat institusi
atau pejabat yang akan melaksanakannya;

Pajak dan biaya yang layak untuk dikembalikan;
Tanggal permohonan;

. Tanda tangan dan stempel resmi otoritas berwenang di Negara Asing.
Surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen
terkait lainnya harus disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia,
kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal

balik dalam masalah perdata dengan Negara Asing tersebut.

Perwakilan diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meneruskan surat rogatori kepada Kementerian Luar Negeri c.q.
Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal
Hukum dan Perjanjian Internasional.

Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial
Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
meneruskan surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada
Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.

Mahkamah Agung mengirimkan kepada Kementerian Luar Negeri bukti
tanda terima surat rogatori untuk diteruskan kepada perwakilan
diplomatik dari Negara Asing tersebut.

Mahkamah Agung menindaklanjuti penanganan surat rogatori dengan

meneruskannya kepada Pengadilan yang berwenang di Indonesia.
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(8) Mahkamah Agung menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri
hasil tindak lanjut penanganan surat rogatori dalam bentuk Berita
Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diteruskan kepada perwakilan

diplomatik dari Negara Asing tersebut.

Bagian Kedua

Penanganan Permintaan Penyampaian Dokumen Peradilan Masalah Perdata

Pasal 7

(1) Permintaan penyampaian dokumen peradilan masalah perdata dari
Negara Asing disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri melalui
perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah rangkapannya
meliputi Indonesia.

Permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:

a. Nama Pihak yang dituju;

b. Alamat jelas pihak-pihak berperkara (penggugat dan tergugat) atau
wakilnya;

c. Nama dan Alamat saksi yang dimintakan (saksi ahli maupun saksi
pihak).

Permintaan penyampaian dokumen peradilan masalah perdata

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta dokumen terkait lainnya

harus disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan

lain berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam

masalah perdata dengan Negara Asing tersebut.

Kementerian Luar Negeri menyampaikan permintaan penyampaian

dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.

Mahkamah Agung mengirimkan bukti tanda terima penyampaian

dokumen peradilan dalam masalah perdata sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) kepada Kementerian Luar Negeri untuk diteruskan kepada

perwakilan diplomatik dari Negara peminta.

9

21



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

1) Pembiayaan penanganan surat rogatori dan penyampaian dokumen

peradilan dalam masalah perdata menerapkan prinsip hukum acara
perdata.

Prinsip hukum acara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah biaya berperkara dalam masalah perdata dibebankan kepada
para pihak yang berperkara.

PARA PIHAK menyusun dan menyepakati mekanisme pembiayaan
penanganan surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam

masalah perdata.

4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Perjanjian

5)

Kerja Sama.

Biaya-biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini,
yang tidak termasuk dalam mekanisme pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), dibebankan pada anggaran masing-masing

Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TIM PENANGANAN PERMINTAAN
BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH PERDATA

Pasal 9

PARA PIHAK membentuk Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis
dalam Masalah Perdata untuk mendukung pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini.

Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata

diketuai bersama oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian

Internasional Kementerian Luar Negeri dan Panitera Mahkamah Agung.

10
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Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata
beranggotakan wakil-wakil dari Kementerian Luar Negeri dan
Mahkamah Agung.
Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata
melaksanakan rapat rutin berkala setiap 2 (dua) bulan atau secara
khusus bila diperlukan dan diselenggarakan secara bergantian oleh
PARA PIHAK.
Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata
dapat mengundang Kementerian/Lembaga yang terkait bila diperlukan.
Tugas Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah
Perdata adalah:
. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
. Sosialisasi dan bimbingan teknis;
. Menindaklanjuti amanat yang ditetapkan dalam Nota Kesepahaman
ini;
. Membahas permintaan perjanjian kerja sama bantuan hukum dalam
masalah perdata dari Negara lain;
e. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi tahunan.

Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata

melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan Instansi masing-

masing melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri dan Panitera Mahkamah Agung.

Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal
Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri secara ex
officio menangani urusan kesekretariatan Tim Penanganan Permintaan

Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata.

BAB VIII
SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNILS
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Pasal 10

(1) PARA PIHAK sepakat menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan
teknis sesuai kebutuhan.

(2) Sosialisasi dan bimbingan teknis dilakukan kepada pemangku
kepentingan di dalam dan di luar negeri.

(3) Pemangku kepentingan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah para Hakim, Panitera dan Juru Sita Pengadilan di
Indonesia.

Pemangku kepentingan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) adalah para Pejabat Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di
Luar Negeri yang menangani surat rogatori dan penyampaian dokumen

peradilan masalah perdata.

BAB IX
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH
PERDATA

Pasal 11
(1) PARA PIHAK menyepakati penyusunan dokumen pendidikan dan

pelatihan mengenai penanganan permintaan bantuan teknis hukum

dalam masalah perdata.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai

bahan ajar pendidikan dan pelatihan pada Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Teknis di Mahkamah Agung.

BAB X
STANDARDISASI DOKUMEN
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Pasal 12

(1) PARA PIHAK menyepakati penyusunan standardisasi terjemahan surat
rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata.
PARA PIHAK menjamin standardisasi terjemahan surat rogatori dan
penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata yang telah
disepakati dipergunakan oleh semua Pengadilan di Indonesia.
Standardisasi terjemahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
harus menjadi bagian dari materi Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan
Kurikulum Mata Diklat/Ajar pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Teknis Mahkamah Agung.

BAB XI
PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 13

PARA PIHAK akan merumuskan PERJANJIAN KERJA SAMA sebagai

panduan peléksanaan Nota Kesepahaman ini.
Hal-hal yang dapat diatur dalam PERJANJIAN KERJA SAMA adalah:

a. Mekanisme pembiayaan pengiriman surat rogatori dan penyampaian

dokumen peradilan dalam masalah perdata;

.Besaran tarif/biaya pengiriman teknis bantuan hukum dalam
masalah perdata;

. Standardisasi dokumen surat rogatori dan surat pengantar
penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata;

. Sosialisasi dan bimbingan teknis penanganan teknis bantuan hukum
dalam masalah perdata;

. Pendidikan dan pelatihan penanganan teknis bantuan hukum dalam
masalah perdata; dan

. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
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BAB XII
PERUBAHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Nota Kesepahaman ini
akan diatur sebagai perjanjian tambahan (addendum) atau perubahan
(amandemen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XIII
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN

Pasal 15

(1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.

(2) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(3) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang masa berlaku
Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK wajib untuk membahas
perpanjangan tersebut 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa
berlakunya.

Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan

memberitahukan pihak lainnya secara tertulis paling lambat 6 (enam)

bulan sebelumnya.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN
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Pasal 16

Permintaan penyampaian surat rogatori dan penyampaian dokumen
peradilan dalam masalah perdata kepada dan dari Negara yang tidak
memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia disampaikan kepada
Perwakilan RI di Negara terdekat atau melalui Kantor Dagang dan Ekonomi
Indonesia.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Nota Kesepahaman ini maka Nota Kesepahaman antara

Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung nomor

NK/HI/01/02/2013/58 dan nomor 162/PAN/HK.00/11/2013 tertanggal 19
Februari 2013 tentang Penanganan Surat Rogatori dan Permintaan
Bantuan Penyampaian Dokumen dalam Masalah Perdata dari Pengadilan
Negara Asing kepada Pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan di
Indonesia kepada Pengadilan Negara Asing, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) naskah asli yang

mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di: Jakarta

Tanggal: 20 Februari 2018

MENTERI LUAR NEGERI KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

AP

MUHAMMAD HATTA ALI

NO L.P. MARSUDTJ

}
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Keputusan Bersama

Pembentukan Tim
Penanganan Permintaan
Bantuan Teknis Hukum

Dalam Masalah Perdata







KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI LUAR NEGERI DAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 909/B/HI/02/2018/01
NOMOR 02/SKB/MA/2/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERMINTAAN
BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH PERDATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI DAN KETUA MAHKAMAH AGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan permintaan bantuan
teknis hukum (judicial assistance) dalam masalah
perdata berupa surat rogatori dan penyampaian
dokumen peradilan dari negara lain dan dari
Indonesia, telah dilaksanakan kerjasama antara

Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung;
bahwa untuk mendukung efektifnya pelaksanaan kerja
sama tersebut, perlu dibentuk Tim Penanganan

Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
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Mengingat

Menetapkan

KESATU

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bersama Menteri Luar Negeri
dan Ketua Mahkamah Agung tentang Pembentukan
Tim Penanganan Bantuan Teknis Hukum Dalam
Masalah Perdata;

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015
tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Pengadilan;

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar
Negeri;

Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. NK/HI/01/02/2013/58, No.
162 /PAN/HK.00/11/2013 tentang Penanganan Surat
Rogatori dan Permintaan Bantuan Penyampaian
Dokumen dalam . Masalah Perdata dari Pengadilan
Negara Asing kepada Pengadilan di Indonesia dan dari
Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Negara

Asing;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BERSAMA PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM
DALAM MASALAH PERDATA

Membentuk Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis
Hukum dalam Masalah Perdata dalam penanganan surat

rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam

masalah perdata, yang selanjutnya disebut Tim, dengan

susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
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KETIGA

KEEMPAT

KEENAM

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Nota
Kesepahaman;
. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis;
. menindaklanjuti amanat yang ditetapkan dalam Nota
Kesepahaman;
. membahas permintaan perjanjian kerjasama bantuan
hukum dalam masalah perdata dari negara lain;
. melakukan pemutakhiran terhadap aplikasi Rogatory
Online Monitoring;

menyusun laporan monitoring dan evaluasi tahunan;

Tim melakukan pertemuan rutin berkala setiap 2 (dua)
bulan atau secara khusus bila diperlukan, dan
dilaksanakan secara bergantian oleh Kementerian Luar

Negeri dan Mahkamah Agung.

Tim dapat mengundang Kementerian/Lembaga lain dalam

pertemuan rutin dan/atau pertemuan khusus apabila

diperlukan.

Tim menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi

tahunan kepada Menteri Luar Negeri dan Ketua Mahkamah

Agung.

Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya
keputusan ini dibebankan pada Kementerian Luar Negeri
dan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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KETUJUH :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 Februari 2018

MENTERI LUAR NEGERI KETUA MAHKAMAH AGUNG
IK INDONESIA, REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD HATTA ALI
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI LUAR
NEGERI DAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
NOMOR TAHUN 2018

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN
PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM
DALAM MASALAH PERDATA

SUSUNAN TIM PENANGANAN PERMINTAAN
BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH PERDATA

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Panitera Mahkamah Agung

Wakil Ketua : Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya,

Kementerian Luar Negeri

Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung

Sekretaris : Kepala Subdit Hukum Privat Internasional, Kementerian
Luar Negeri

Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan Mahkamah

Agung

Anggota
1. Direktur Konsuler/Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia
dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri
Kepala Pusat Teknologi dan Informasi Komunikasi Kementerian dan

Perwakilan, Kementerian Luar Negeri
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3. Panitera Muda Perdata Khusus, Mahkamah Agung
Panitera Muda Perdata Agama, Mahkamah Agung
5. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan, Mahkamah
Agung
6 Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung
Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum, Mahkamah Agung
Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung
Hakim Yustisial/Staf Khusus Panitera, Mahkamah Agung
10. Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas, Mahkamah Agung
11. Staf Fungsional Diplomat, Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial
Budaya, Kementerian Luar Negeri
12. Staf Fungsional Diplomat, Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial
Budaya, Kementerian Luar Negeri
13. Staf Tata Usaha, Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya,
Kementerian Luar Negeri
14. Staf Fungsional Diplomat Direktorat Konsuler/Direktorat
Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia,
Kementerian Luar Negeri
15. Staf Fungsional Pejabat Komunikasi Pusat Teknologi dan Informasi

Komunikasi Kementerian dan Perwakilan, Kementerian Luar Negeri

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 20 Februari 2018

MENTERI LUAR NEGERI KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

AP

MUHAMMAD HATTA ALI

==
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Perjanjian Kerja Sama

Mekanisme Pengiriman Surat
Rogatori dan Penyampaian
Dokumen Peradilan Dalam

Masalah Perdata







PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
DENGAN
MAHKAMAH AGUNG

TENTANG
MEKANISME PENGIRIMAN SURAT ROGATORI DAN
PENYAMPAIAN DOKUMEN PERADILAN DALAM MASALAH PERDATA

NOMOR
NOMOR

PRJ/HI/103/02/2018/01
03/PK/MA/2/2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh Februari dua ribu delapan belas,
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

i [

2.

Retno L. P. Marsudi

Muhammad Hatta Ali

: Menteri Luar Negeri Republik
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Indonesia, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia,
berkedudukan dan beralamat di
Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta
Pusat, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Mahkamah
Agung Republik Indonesia,
berkedudukan dan beralamat di
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor
9, Jakarta Pusat, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA
PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani Nota
Kesepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis
Hukum dalam Masalah Perdata pada tanggal 20 Februari 2018;

bahwa Nota Kesepahaman tersebut mengamanatkan penyusunan
Perjanjian Kerja Sama mengenai Mekanisme Pengiriman
Penanganan Surat Rogatori Dan Penyampaian Dokumen Peradilan
Dalam Masalah Perdata;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:
1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

Mahkamah Agung RI;

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Mekanisme Pengiriman
Penanganan Surat Rogatori Dan Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam
Masalah Perdata, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyepakati mekanisme
pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam
masalah perdata termasuk aspek pembiayaan dari Pengadilan di
Indonesia ke Pengadilan di Negara Asing, dan dari Pengadilan di Negara
Asing ke Pengadilan di Indonesia.

PARA PIHAK menyepakati untuk melaksanakan prinsip hukum acara
perdata dimana biaya perkara dibebankan pada para pihak yang
berperkara.
KEWAJIBAN
Pasal 2

PIHAK KEDUA wajib bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman di
Indonesia untuk melakukan pengiriman surat rogatori dan
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penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA wajib mengikat perjanjian dengan penyedia jasa
pengiriman di Indonesia yang memenuhi kriteria yang disepakati oleh
PARA PIHAK untuk melakukan pengiriman surat rogatori dan
penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata.

(3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat paling
lambat 1 (satu) bulan setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuka rekening penampung di

Bank tertentu di Indonesia untuk:

a. menerima pembayaran biaya pengiriman dari Pengadilan-
pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan Asing;

b. melakukan pembayaran kepada penyedia jasa pengiriman di
Indonesia dan di luar negeri; dan

c. melakukan pembayaran biaya pengiriman yang dilakukan oleh
otoritas asing.

Pasal 3

PIHAK KESATU berkewajiban untuk memastikan Perwakilan-perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri membuat akun langganan khusus untuk
pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam
masalah perdata atas nama/mewakili Mahkamah Agung Republik
Indonesia pada Penyedia Jasa Pengiriman di negara setempat yang
ditunjuk.

Pasal 4
PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memastikan pelunasan pembayaran
biaya pengiriman yang ditagihkan oleh Penyedia Jasa Pengiriman di
Indonesia yang ditunjuk dan Penyedia Jasa Pengiriman di negara setempat
yang ditunjuk.
KUALIFIKASI PENYEDIA JASA PENGIRIMAN

Pasal 5

Penyedia jasa pengiriman yang ditunjuk harus dapat memenuhi kualifikasi
berikut:

a. dapat menjangkau Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia dan/atau
setiap negara di dunia bagi penyedia jasa pengiriman di Indonesia;
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dapat menjangkau seluruh wilayah di negara setempat dan Jakarta
bagi penyedia jasa pengiriman di negara setempat;

dapat melakukan pengiriman dokumen sesuai dengan waktu yang
ditentukan oleh PIHAK KEDUA;

memiliki fasilitas tracking system dokumen pengiriman yang dapat
diintegrasikan dengan sistem yang digunakan oleh PARA PIHAK;

untuk setiap dokumen yang dikirimkan dapat diberikan Kode
Pengiriman kepada PIHAK KEDUA bagi penyedia jasa pengiriman di
Indonesia dan kepada Perwakilan RI bagi penyedia jasa pengiriman di
negara setempat;

dapat menyediakan daftar tarif pengiriman dokumen; dan
dapat melakukan pengiriman terlebih dahulu dengan pembayaran yang
dilakukan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati oleh PIHAK
KEDUA untuk penyedia jasa pengiriman di Indonesia dan disepakati
oleh Perwakilan RI untuk penyedia jasa pengiriman di negara setempat.
AKUN LANGGANAN PADA PENYEDIA JASA PENGIRIMAN
Pasal 6

PIHAK KEDUA memiliki akun langganan khusus pada penyedia Jasa
Pengiriman di Indonesia yang ditunjuk.

PIHAK KEDUA dan Pengadilan di Indonesia dapat menggunakan akun
langganan khusus PIHAK KEDUA pada penyedia Jasa Pengiriman di
Indonesia yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU dapat menggunakan akun langganan khusus PIHAK
KEDUA pada penyedia Jasa Pengiriman yang ditunjuk.

PIHAK KESATU yang dapat menggunakan akun langganan khusus
PIHAK KEDUA  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya dan Direktorat
Konsuler/Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan
Hukum Indonesia.

PENGGUNAAN AKUN LANGGANAN KHUSUS PADA PENYEDIA JASA
PENGIRIMAN
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Pasal 7

Untuk pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam masalah
perdata dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Asing, akun
langganan khusus PIHAK KEDUA digunakan untuk pengiriman dari:

Pengadilan di Indonesia ke PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU ke Perwakilan RI di luar negeri.

PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA ke pengadilan di Indonesia.

PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA dalam hal pengembalian
dokumen yvang tidak memenuhi ketentuan negara tujuan.

PIHAK KEDUA ke Pengadilan di Indonesia dalam hal pengembalian
dokumen yang tidak memenuhi ketentuan negara tujuan.

Pasal 8

Untuk melakukan pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam
masalah perdata dari Pengadilan Asing kepada Pengadilan di Indonesia,
akun langganan khusus PIHAK KEDUA pada penyedia jasa pengiriman di
Indonesia yang ditunjuk digunakan untuk pengiriman dari:

PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA ke pengadilan di Indonesia.

Pengadilan di Indonesia ke Pihak tertuju di Indonesia.

Pihak tertuju di Indonesia ke Pengadilan di Indonesia.

Pengadilan di Indonesia ke PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU ke Perwakilan Asing tertuju di Indonesia atau di
negara lain yang diakreditasikan untuk Indonesia.

PIHAK KESATU kepada Perwakilan Asing tertuju di Indonesia atau
di negara lain yang diakreditasikan untuk Indonesia dalam hal
pengembalian dokumen yang tidak memenuhi ketentuan di
Indonesia.

a.
5
c.
d.
B
7

g.
h.

Pasal 9

(1) Untuk pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam
masalah perdata dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Asing,
akun langganan khusus Perwakilan RI pada penyedia jasa pengiriman
di negara setempat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
digunakan untuk pengiriman dari:

a. Perwakilan RI di luar negeri ke pihak-pihak yang dituju sesuai
dengan ketentuan di negara tujuan;

b. Pihak-pihak tertuju di negara tujuan ke Perwakilan RI di luar
negeri; dan
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c. Perwakilan RI di luar negeri ke PITHAK KESATU.

PIHAK KEDUA wajib membayar biaya yang ditagihkan atas pengiriman
yang menggunakan akun langganan khusus Perwakilan RI pada
penyedia jasa pengiriman di negara setempat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pembayaran biaya yang ditagihkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu yang
dipersyaratkan oleh penyedia jasa pengiriman di negara setempat yang
ditunjuk.

PENGGANTIAN BIAYA PENGIRIMAN
Pasal 10

PIHAK KESATU menyampaikan kepada PIHAK KEDUA tagihan biaya
pengiriman yang diterima dari otoritas asing melalui Perwakilan RI
untuk mengganti biaya pengiriman surat rogatori dan penyampaian
dokumen peradilan dalam masalah perdata dari Pengadilan di
Indonesia.

Pelaksanaan pembayaran tagihan biaya pengiriman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA langsung ke
rekening yang ditunjuk oleh otoritas asing tersebut.

PENAGIHAN BIAYA PENGIRIMAN
Pasal 11

Biaya pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam masalah
perdata dari Pengadilan asing kepada pengadilan di Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi tanggung jawab
pengadilan asing sesuai dengan prinsip hukum acara perdata.

PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan biaya pengiriman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU meneruskan kepada pengadilan asing tagihan biaya
pengiriman yang disampaikan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) melalui Perwakilan negaranya di Indonesia atau di negara
lain yang diakreditasikan untuk Indonesia.

Pembayaran tagihan biaya pengiriman oleh Pengadilan asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan langsung melalui
rekening penampung PIHAK KEDUA.
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IMPLEMENTASI
Pasal 12

Dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perjanjian Kerja
Sama ini ditandatangani, PIHAK KEDUA:
membangun sistem tata kelola pembayaran yang dapat memonitor
pembayaran dari Pengadilan di Indonesia bagi pengiriman surat
rogatori dan dokumen peradilan dalam masalah perdata;
memiliki akun pada penyedia jasa pengiriman yang ditunjuk; dan
memastikan penyedia jasa pengiriman yang ditunjuk menyediakan
- daftar tarif pengiriman.

Dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perjanjian Kerja
Sama ini ditandatangani, PIHAK KESATU harus menyediakan daftar
tarif pengiriman dari perwakilan RI.

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian Kerjasama
ini ditandatangani, PIHAK KEDUA harus membuka rekening
penampung di Bank tertentu untuk menerima penggantian biaya
pengiriman dari pengadilan asing dan memberitahukan nomor rekening
penampung dimaksud kepada PIHAK KESATU.

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian Kerjasama
ini ditandatangani, PIHAK KESATU harus memberitahukan nomor
rekening penampung PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kepada Perwakilan RI di luar negeri.

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian Kerjasama
ini ditandatangani, PARA PIHAK memastikan mekanisme pengiriman
surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah
perdata termasuk aspek pembiayaannya yang disepakati di dalam
Perjanjian Kerjasama ini diterapkan.

MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

PARA PIHAK melalui Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis
dalam Masalah Perdata (Tim) melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menjadi pertimbangan bagi PARA PIHAK untuk melakukan
amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.
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PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14
Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul berkaitan dengan
penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan
diselesaikan secara musyarawah oleh PARA PIHAK. -

FORCE MAJEURE

Pasal 15
PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas
keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban yang disebabkan
oleh/atau timbul karena suatu kejadian di luar kekuasaan manusia atau
force majeure.

AMANDEMEN
Pasal 16

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diamandemen setiap saat dengan
persetujuan bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK.

(2) Amandemen sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) akan berlaku pada
tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

Pasal 17

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal
penandatanganan.

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang masa berlaku
Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib untuk membahas
perpanjangan tersebut 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa
berlakunya.

Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan
memberitahukan pihak lainnya secara tertulis paling lambat 6 (enam)
bulan sebelumnya.
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(5) Pengakhiran atau waktu berakhir Perjanjian Kerja Sama ini tidak
mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan,
program atau kegiatan yang dibuat menurut Perjanjian Kerja Sama ini
yang sedang berlangsung pada saat pengakhiran, hingga selesainya
pengaturan, program, atau kegiatan tersebut, kecuali disepakati lain
oleh PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua)
berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

P

] § MUHAMMAD HATTA ALI
MENTERI LUAR NEG@ KETUA MAHKAMAH AGUNG
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Dokumen Peradilan Dalam

Masalah Perdata







PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
DAN
MAHKAMAH AGUNG

TENTANG

STANDARDISASI SURAT ROGATORI DAN SURAT PENYAMPAIAN
DOKUMEN PERADILAN DALAM MASALAH PERDATA

NOMOR PRJ/HI/104/02/2018/01
NOMOR 04/PK/MA/2/2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh Februari dua ribu delapanbelas,
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Retno L. P. Marsudi : Menteri Luar Negeri Republik
Indonesia, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia,
berkedudukan dan beralamat di
Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta
Pusat, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

2. Muhammad Hatta Ali : Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Mahkamah
Agung Republik Indonesia,
berkedudukan dan beralamat di
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor
9, Jakarta Pusat untuk selanjutnya
disebut PTHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA
PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani Nota
Kesepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis
Hukum dalam Masalah Perdata pada tanggal 20 Februari 2018;

bahwa Nota Kesepahaman tersebut mengamanatkan penyusunan
Perjanjian Kerja Sama mengenai Standardisasi Dokumen Surat
Rogatori dan Surat Pengantar Penyampaian Dokumen Pengadilan
Dalam Masalah Perdata;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI;

2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Standardisasi Surat Rogatori
dan Surat Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata,
sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun dan menerapkan
penyeragaman surat rogatori dan surat penyampaian dokumen
peradilan dalam masalah perdata bagi kelancaran proses peradilan.

Penyeragaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk menyediakan format standar surat yang akan digunakan
oleh seluruh pengadilan di Indonesia dalam penyampaian surat
rogatori dan surat penyampaian dokumen peradilan dalam masalah
perdata dari pengadilan di Indonesia kepada pengadilan di negara
lain.
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(1)

(2)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 2
Format Standar Surat

PARA PIHAK menyepakati format standar surat rogatori dan surat
penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata (format
standar surat) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Format standar surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam dwibahasa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

PARA PIHAK sepakat untuk menerapkan penggunaan format
standar surat oleh seluruh pengadilan di Indonesia.

Dalam hal penyampaian surat rogatori dan surat penyampaian
dokumen peradilan dalam masalah perdata tidak menggunakan
format standar surat, PARA PIHAK tidak akan meneruskan surat
rogatori dan dokumen peradilan dimaksud sebelum dipenuhinya
format standar surat.

Pasal 3
Manual Format Standar Surat

PARA PIHAK sepakat untuk menyusun dan membuat manual
pengisian format standar surat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) demi kemudahan dan kelancaran penggunaannya oleh seluruh
pengadilan di Indonesia.

Manual pengisian format standar surat diterbitkan paling lambat 1
(satu) bulan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4
Kewajiban Para Pihak

PIHAK KESATU berkewajiban:

a. untuk mendiseminasikan informasi penggunaan format standar
surat kepada Pemerintah Negara asing melalui Perwakilan RI di
luar negeri dan Perwakilan Asing di Indonesia.

b. untuk mengirimkan format standar surat terkait ke Perwakilan
RI di luar negeri melalui sistem pengiriman berita PIHAK
KESATU.

PIHAK KEDUA berkewajiban:

a. untuk memastikan format standar surat dialihbahasakan ke
dalam bahasa lain sesuai ketentuan Negara tujuan.

b. untuk mendiseminasikan informasi dan memastikan seluruh
pengadilan di Indonesia menggunakan format standar surat

3
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dalam pengiriman Surat Rogatori dan Surat Penyampaian
Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata.

. untuk menerapkan penggunaan format standar surat paling
lambat 2 (dua) bulan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja
Sama ini.

Pasal 5
Monitoring dan Evaluasi

(1) PARA PIHAK melalui Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis
dalam Masalah Perdata (Tim) melakukan monitoring dan evaluasi
terhadap isi dan pelaksanaan standardisasi format surat.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaporkan kepada Pimpinan PIHAK KESATU dan Pimpinan PIHAK
KEDUA.

PARA PIHAK dapat menggunakan hasil monitoring dan evaluasi
sebagai dimaksud pada ayat (1) untuk bahan pertimbangan atau
rekomendasi bagi pelaksanaan standardisasi format surat dan/atau
amandemen Perjanjian Kerja Sama ini.
Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul berkaitan dengan

penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan

diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
Pasal 7

Perubahan

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini beserta

lampirannya akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sebagai perubahan

(amandemen) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Mulai Berlaku, Masa Berlaku, Perpanjangan dan Pengakhiran

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal
penandatanganan.
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Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang masa
berlaku Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib untuk
membahas perpanjangan tersebut 1 (satu) tahun sebelum berakhir
masa berlakunya.

Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini

dengan memberitahukan pihak lainnya secara tertulis paling
lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua)
dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

MUHAMMAD HATTA ALI
MENTERI LUAR NEGERI KETUA MAHKAMAH AGUNG
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PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN

(REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS)

FOR COURT USE ONLY

DISTRICT COURT STEMPEL PENGADILAN
PENGADILAN (NEGERI/AGAMA)
[ALAMAT PENGADILAN]

PETITIONER/PENGGUGAT:

RESPONDENT/TERGUGAT:

CASE NUMBER/NOMOR
REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE PERKARA:

FOR SERVICE OF PROCESS IN __[NAMA NEGARA]___ ——{181 NOMDR PERIARA

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN
PENYAMPAIAN DOKUMEN DI INAMA NEGARA]

FROM THE DISTRICT COURT OF __ [NAMA PENGADILAN]___ , IN THE REPUBLIC OF
INDONESIA, TO THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN ___ [NAMA KOTA DAN
NEGARA ASING] IN REGARD TO THE SERVICE OF PROCESS IN [NAMA
DAERAH/TEMPAT DOMISILI TERGUGAT]

This Court presents its compliments to the appropriate judicial authority of _ [NAMA KOTA DAN NEGARA
ASING]_____ and requests international judicial assistance for the Service of Process before this Court, in the
interests of justice, as follows:

Pengadilan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada otoritas pengadilan yang berwenang di
_ [NAMA KOTA DAN NEGARA ASING] ___ dan memohon bantuan hukum internasional untuk
menyampaikan dokumen berikut di hadapan Pengadilan, atas nama keadilan, sebagai berikut:

[ Court Summon/Pemanggilan Sidang orvpada tanggal: [ Reminder! Teguran
[ Other/Lainnya:

[ Court Verdict/Pemberitahuan Isi Putusan
[ Notice of Appeal/Pemberitahuan Permohonan Banding

[ Notice of Appeal Memory/Penyampaian Memori Banding [please check  on the kind of request needed]

[] Notice of Cassation/Pemberitahuan Permohonan Kasasi [BERI TANDA -\j UNTUK JENIS
PERMOHONAN]

[ Notice of Cassation Memory/Penyampaian Memori Kasasi
[[] Notice of Judicial Review/Permohonan Peninjauan Kembali

This undersigned Court has the honor to transmit the attached document, and requests prompt service of
process to the Respondent (name) NAMA PARA PIHAK also
known as [NAMA ALIAS] at the address located at: ___[ALAMAT PARA PIHAK]
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Pengadilan yang bertanda tangan di bawah ini dengan hormat menyampaikan dokumen terlampir, dan memohon
penyampaian dokumen terlampir dengan tepat waktu kepada PARA PIHAK [Nama Para Pihak]
ALIAS _ [Nama Alias Para Pihak]___ yang berdomisili di [ALAMAT PARA PIHAK]

This undersigned Court further requests the acknowledge receipt of document signed by the Respondent to be

sent to the nearest Embassy/Consulate General/Consulate of the Republic of Indonesia in the respective country
(in case of Taiwan, to Indonesian Economic and Trade Office in Taipei), at the earliest possible.

Pengadilan yang bertanda tangan di bawah ini memohon tanda bukti penerimaan dokumen yang telah
ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dapat dikirimkan kembali kepada Kedutaan Besar/Konsulat
Jenderal/Konsulat Republik Indonesia terdekat di negara setempat (dalam hal Taiwan, kepada Kantor Dagang
dan Ekonomi Indonesia di Taipei), secepatnya.
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PERMOHONAN BANTUAN ROGATORI INTERNASIONAL

(LETTER OF ROGATORY)

FOR COURT USE ONLY
DISTRICT COURT STEMPEL PENGADILAN

PENGADILAN (NEGERI/AGAMA)

(ALAMAT PENGADILAN)

PETITIONER/PENGGUGAT

RESPONDENT/TERGUGAT

CASE NUMBER/NOMOR
REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE ON THE |PERKARA:

SERVICE OF PROCESS ROGATORY LETTER ___ [ISI NOMOR PERKARA]
IN (NAMA NEGARA) ___

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN
PENYAMPAIAN SURAT ROGATORI

DI (NAMA NEGARA)

FROM THE COURT OF (NAMA PENGADILAN) IN THE REPUBLIC OF INDONESIA,

TO THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN (NAMA NEGARA ASING) IN

REGARD TO THE SERVICE OF PROCESS IN (NAMA DAERAH/TEMPAT DOMISILI) :
(Kota dan Negara)

This Court presents its compliments to the appropriate judicial authority of (NAMA KOTA DAN

NEGARA ASING)____ and requests for international judicial assistance in the interest of justice, as follows:

Pengadilan menyampaikan penghargaan kepada otoritas pengadilan yang berwenang di ___ (NAMA
KOTA DAN NEGARA ASING)___ dan memohon bantuan hukum internasional berikut, atas nama keadilan:

[] Examination of Witness(es)/ Permohonan Pemeriksaan Saksi Others/Lainnya:

[ Petition for Soliciting of Person/ Permohonan Identifikasi Orang
[ Examination of Evidence(s)/ Permohonan Alat Bukti

] Asset/Property IdentificationAdentifikasi Aset

[] Mediation/Mediasi

58




The petition was filed by:___ (NAMA PENGGUGAT), as Petitioner, against (NAMA
TERGUGAT) Respondent, in case number _____(No. perkara)____
NAMA PENGGUGAT) sebagai Penggugat__ melawan ___ (NAMA
TERGUGAT) ____ sebagai Terguéat, dalam kasus No. ____

Gugatan diajukan oleh

o

This Court has the honor to transmit the attached document, and requests prompt service of process
thereof on Respondent (name) __ (NAMA TERGUGAT) (ALIAS) , at the address located at:
(ALAMAT TERGUGAT).

Pengadilan dengan hormat menyampaikan dokumen terlampir, dan memohon pelayanan proses
peradilan secepatnya terhadap Tergugat _ _(NAMA TERGUGAT)___yang beralamat di ___ (ALAMAT
TERGUGAT)___.

This Court further requests the appropriate judicial authority of to provide all related
documents resulted from the execution of the abovementioned request.

Pengadilan selanjutnya memohon otoritas pengadilan berwenang di untuk memberikan
semua dokumen terkait yang merupakan hasil dari pelaksanaan permohonan tersebut.

This Court requests the said documents to be sent to the nearest Embassy/Consulate
General/Consulate of the Republic of Indonesia in the respective country (in case of Taiwan, to Indonesian
Economic and Trade Office in Taipei), at the earliest possible.

Pengadilan memohon agar dokumen tersebut dapat dikiimkan kembali kepada Kedutaan
Besar/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia terdekat di negara setempat (dalam hal Taiwan, kepada
Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei), secepatnya.

(NAME,SIGNATURE OF BAILIFF)
(NAMA TANDA TANGAN JURU SITA)
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Perjanjian Kerja Sama

Pendidikan dan Pelatihan
Penanganan Permintaan
Bantuan Teknis Hukum

Dalam Masalah Perdata







PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
DAN
MAHKAMAH AGUNG
TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN
TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH PERDATA

NOMOR PRJ/HI/105/02/2018/01
NOMOR 05/PK/MA/2/2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh Februari, dua ribu delapanbelas,
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Retno L. P. Marsudi : Menteri Luar  Negeri  Republik
Indonesia, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia,
berkedudukan dan beralamat di
Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta
Pusat, untuk selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

2.  Muhammad Hatta Ali . Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Mahkamah
Agung Republik Indonesia,
berkedudukan dan beralamat di
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9,
Jakarta Pusat, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA
PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani Nota
Kesepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis
Hukum dalam Masalah Perdata pada tanggal 20 Februari 2018;

b. bahwa Nota Kesepahaman tersebut mengamanatkan penyusunan
Perjanjian Kerja Sama mengenai Pendidikan dan Pelatihan
Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah
Perdata;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai
berikut:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006
Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
Mahkamah Agung RI;

2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pendidikan dan Pelatihan
Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata,
sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1
(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA
PIHAK dalam melakukan kerja sama di bidang pendidikan dan

pelatihan penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam
masalah perdata.

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pengenalan,
pemahaman dan penguasaan mengenai penanganan permintaan
bantuan teknis hukum dalam masalah perdata melalui pendidikan dan
pelatihan bagi para hakim, panitera, dan juru sita pengadilan.
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LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 2

PARA PIHAK bersepakat untuk memberikan pendidikan dan pelatihan
mengenai penanganan permintaan bantuan teknis hukum dalam
masalah perdata (pendidikan dan pelatihan).

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperuntukkan bagi:

a. hakim;

b. panitera; dan

c. juru sita.

Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh PARA PIHAK dalam

bentuk:

a. program yang terstruktur dan terjadwal di lembaga pendidikan dan
pelatihan PIHAK KEDUA; dan

b. sosialisasi dan bimbingan teknis pada waktu dan tempat yang
disepakati bersama.

MATERI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pasal 3

Materi pendidikan dan pelatihan diberikan dalam bentuk:
a. Teori; dan
b. Praktek.

Materi pendidikan dan pelatihan dalam bentuk teori meliputi:

a. Tata cara dan alur penyampaian surat rogatori dan dokumen
peradilan terkait penanganan permintaan bantuan teknis hukum
dalam masalah perdata;

. Peraturan yang berlaku mengenai permintaan bantuan teknis
hukum dalam masalah perdata di negara asing;

. Standardisasi format surat rogatori dan penyampaian dokumen
peradilan dalam masalah perdata;

. Konvensi internasional terkait penanganan permintaan bantuan
teknis hukum dalam masalah perdata;

. Pembuatan Perjanjian Internasional,;
Perjanjian Bantuan Hukum timbal balik dalam masalah perdata;
dan

. Materi terkait lain yang disepakati bersama.

Materi pendidikan dan pelatihan dalam bentuk praktek meliputi:

a. Aplikasi Rogatory Online Monitoring;

b. Pengisian dokumen format standar Surat Rogatori dan
penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata; dan
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c. Materi terkait lain yang disepakati bersama.

(4) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1) tercantum sebagai lampiran yang tak terpisahkan dari
Perjanjian Kerja Sama ini.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4
PARA PIHAK melalui Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis
dalam Masalah Perdata (Tim) melakukan evaluasi terhadap materi dan
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi
pertimbangan untuk melakukan amandemen terhadap Perjanjian Kerja
Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal §

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul berkaitan dengan

penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan

diselesaikan secara musyarawah oleh PARA PIHAK.
AMANDEMEN
Pasal 6

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diamandemen setiap saat dengan
persetujuan bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK.

(2) Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berlaku pada
tanggal yvang ditentukan oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
Pasal 7

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal
penandatanganan.
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(2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(3) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang masa berlaku
Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib untuk membahas
perpanjangan tersebut 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa
berlakunya.

Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan
memberitahukan pihak lainnya secara tertulis paling lambat 6 (enam)
bulan sebelumnya.

Pengakhiran atau waktu berakhir Perjanjian Kerja Sama ini tidak
mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan,
program atau kegiatan yang dibuat menurut Perjanjian Kerja Sama ini
yang sedang berlangsung pada saat pengakhiran, hingga selesainya
pengaturan, program, atau kegiatan tersebut, kecuali disepakati lain
oleh PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua)
berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

AP

MUHAMMAD HATTA ALI
KETUA MAHKAMAH AGUNG
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Perjanjian Kerja Sama

Pengiriman Surat Rogatori dan
Penyampaian Dokumen
Peradilan Dalam Masalah

Perdata Dari Pengadilan Asing







PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
DENGAN
MAHKAMAH AGUNG

TENTANG

PENGIRIMAN SURAT ROGATORI DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN
PERADILAN DALAM MASALAH PERDATA DARI PENGADILAN ASING

NOMOR: PRJ/HI/00410/02/2019/55/08
NOMOR: 442/HM.01.1/2/2019

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh Februari dua ribu sembilan belas,
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. iur. Damos Dumoli : Direktur Jenderal Hukum dan
Agusman Perjanjian Internasional, Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas hama
Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia, berkedudukan dan
beralamat di Jalan Pejambon Nomor 6,
Jakarta Pusat, untuk selanjutnya
disebut PTHAK KESATU.
2. Made Rawa Aryawan, : Panitera Mahkamah Agung Republik
S.H., M.Hum Indonesia, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Mahkamah
Agung Republik Indonesia,
berkedudukan dan beralamat di Jalan
Medan Merdeka Utara Nomor 9,
Jakarta Pusat untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai
PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:

a. bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani
Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan
Teknis Hukum dalam Masalah Perdata pada tanggal 20 Februari
2018;

bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani
Perjanjian Kerja Sama tentang Mekanisme Pengiriman Surat
Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam Masalah
Perdata pada tanggal 20 Februari 2018;

bahwa untuk implementasi Nota Kesepahaman dan Perjanjian
Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
dibutuhkan pengaturan tentang pengiriman surat rogatori dan
penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata dari
pengadilan asing kepada pengadilan di Indonesia;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
berikut:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
KMA/018/SK/III/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Surat Rogatori

dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata dari
Pengadilan Asing.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyepakati
mekanisme penagihan biaya pengiriman surat rogatori dan
penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata dari
pengadilan asing kepada pengadilan di Indonesia hingga sampai pada
pihak tertuju.
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(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melaksanakan prinsip
hukum acara perdata dimana biaya perkara dibebankan pada para
pihak yvang berperkara.

MEKANISME PENAGIHAN PENGGANTIAN BIAYA
Pasal 2

Biaya pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen
peradilan dalam masalah perdata dari Pengadilan asing kepada pihak
tertuju di Indonesia menjadi tanggung jawab pengadilan asing sesuai
dengan prinsip hukum acara perdata.

PIHAK KEDUA, setelah mendapatkan permintaan penagihan dari
Pengadilan di Indonesia, menyampaikan surat penagihan
penggantian biaya pengiriman surat rogatori dan penyampaian
dokumen peradilan dalam masalah perdata dari Pengadilan asing
kepada Perwakilan Diplomatik Asing melalui PIHAK KESATU.

Surat penagihan penggantian biaya pengiriman sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan:

. nomor nota diplomatik yang disampaikan perwakilan asing;

a

b. nomor surat pengadilan asing dan/atau nomor perkara pada
pengadilan asing;

c. nama para pihak yang berperkara,;

d. jumlah biaya pengiriman yang ditagihkan; dan

e. nomor dan nama rekening penampung PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU meneruskan surat penagihan penggantian biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengadilan asing
melalui Perwakilan Diplomatik negaranya di Indonesia atau di negara
lain yang diakreditasikan untuk Indonesia.

Pasal 3

Penagihan penggantian biaya pengiriman surat rogatori dan
penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata
sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 paling sedikit meliputi:

a. biaya jasa pengiriman dari Kementerian Luar Negeri ke
Mahkamah Agung;

b. biaya jasa pengiriman dari Mahkamah Agung ke Pengadilan di
Indonesia;
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c. biaya Jurusita dari Pengadilan di Indonesia ke Pihak tertuju di
Indonesia;

d. biaya jasa pengiriman dari Pengadilan di Indonesia ke Mahkamah
Agung;

e. biaya jasa pengiriman dari Mahkamah Agung ke Kementerian
Luar Negeri; dan

f. biaya jasa pengiriman dari Kementerian Luar Negeri ke
Perwakilan Asing.

(2) Pembayaran tagihan penggantian biaya pengiriman oleh Pengadilan
asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke
rekening penampung PIHAK KEDUA.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melalui Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis
Hukum dalam Masalah Perdata (Tim) melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat menjadi pertimbangan bagi PARA PIHAK untuk melakukan
amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul berkaitan dengan
penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan
diselesaikan secara musyarawah oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
AMANDEMEN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diamandemen setiap saat dengan
persetujuan bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK.

(2) Amandemen sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) akan berlaku
pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
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Pasal 7
PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal
penandatanganan.

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat)
tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis
PARA PIHAK.

Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang masa berlaku
Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib untuk membahas
perpanjangan tersebut 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa
berlakunya.

Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan
memberitahukan pihak lainnya secara tertulis paling lambat 6 (enam)
bulan sebelumnya.

Pengakhiran atau waktu berakhir Perjanjian Kerja Sama ini tidak
mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan,
program atau kegiatan yang dibuat menurut Perjanjian Kerja Sama
ini yang sedang berlangsung pada saat pengakhiran, hingga
selesainya pengaturan, program, atau kegiatan tersebut, kecuali
disepakati lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2
(dua), masing-masing bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang
sama.

PIHAK KESATU PIHAk5KEDUA

: i
amos Dumoli Agusman Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum
DIREKTUR JENDERAL PANITERA
HUKUM DAN PERJANJIAN MAHKAMAH AGUNG RI
INTERNASIONAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
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Perjanjian Kerja Sama

Prosedur Operasional Standar
Penanganan Permintaan
Bantuan Teknis Hukum Dalam

Permasalahan Perdata







PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
DAN
MAHKAMAH AGUNG

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENANGANAN PERMINTAAN
BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH PERDATA

NOMOR: PRJ/HI/00409/02/2019/55/08
NOMOR: 441/HM.01.1/2/2019

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh Februari dua ribu sembilan belas,
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. iur. Damos Dumoli : Direktur Jenderal Hukum dan
Agusman Perjanjian Internasional, Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia,
dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kementerian Luar Negeri
Republik Indonesia, berkedudukan
dan beralamat di Jalan Pejambon
Nomor 6, Jakarta Pusat, untuk
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Made Rawa Aryawan, : Panitera Mahkamah Agung Republik
S.H., M.Hum Indonesia, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Mahkamah
Agung Republik Indonesia,
berkedudukan dan beralamat di Jalan
Medan Merdeka Utara Nomor 9,
Jakarta Pusat untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai
PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:

a. bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani
Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan
Teknis Hukum dalam Masalah Perdata pada tanggal 20 Februari
2018;

bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani
Perjanjian Kerja Sama Mekanisme Pengiriman Surat Rogatori dan
Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata pada
tanggal 20 Februari 2018;

bahwa diperlukan suatu prosedur operasional standar untuk
memberikan standar waktu bagi penanganan permintaan
bantuan teknis hukum dalam masalah perdata lintas negara;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
KMA/018/SK/III/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Prosedur Operasional
Standar Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam
Masalah Perdata sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun dan menerapkan
prosedur operasional standar penanganan permintaan bantuan
teknis hukum dalam masalah perdata lintas negara, yang
selanjutnya disebut “Prosedur Operasional Standar”.

Penyusunan dan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bertujuan untuk:
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. mewujudkan tertib administrasi, transparansi, dan efisiensi
standar waktu bagi penanganan permintaan bantuan teknis
hukum dalam masalah perdata lintas negara.

. membantu hakim dalam mempertimbangkan dan menetapkan
jadwal persidangan.

Pasal 2
Prosedur Operasional Standar

PARA PIHAK menvepakati Prosedur Operasional Standar
Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah
Perdata.

Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a. Prosedur Operasional Standar Penanganan Permintaan
Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata Dari
Pengadilan di Indonesia; dan

. Prosedur Operasional Standar Penanganan Permintaan
Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata Dari
Pengadilan Asing.

Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Prosedur Operasional Standar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PARA PIHAK sepakat untuk menerapkan Prosedur Operasional
Standar ini di Kementerian Luar Negeri, Mahkamah Agung,
seluruh pengadilan di Indonesia, dan seluruh Perwakilan RI di
Luar Negeri.

Pasal 3
Kewajiban Para Pihak
PIHAK KESATU berkewajiban untuk mendiseminasikan informasi
penggunaan Prosedur Operasional Standar kepada Unit terkait di

lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar
negeri.
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PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mendiseminasikan informasi
dan memastikan seluruh unit terkait di lingkungan Mahkamah
Agung dan seluruh pengadilan di Indonesia menggunakan
Prosedur Operasional Standar dalam menangani permintaan
bantuan teknis hukum dalam masalah perdata.

Penerapan Prosedur Operasional Standar dilaksanakan oleh
PARA PIHAK paling lambat 2 (dua) bulan setelah
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

Monitoring dan Evaluasi

PARA PIHAK melalui Tim Penanganan Permintaan Bantuan
Teknis Hukum dalam Masalah Perdata (Tim) melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Prosedur
Operasional Standar.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan kepada Pimpinan PIHAK KESATU dan Pimpinan
PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK dapat menggunakan hasil monitoring dan evaluasi
sebagaima dimaksud pada ayat (1) untuk pertimbangan atau
rekomendasi bagi pelaksanaan Prosedur Operasional Standar
dan/atau amandemen Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
Penyelesaian Perselisihan
Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul berkaitan dengan
penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan
diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.
Pasal 6
Force Majeure
PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas
keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban yang disebabkan

oleh/atau timbul karena suatu kejadian di luar kekuasaan manusia atau
force majeure.
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Pasal 7
Amandemen

Perubahan / amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan
berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
Mulai Berlaku, Masa Berlaku, Perpanjangan dan Pengakhiran

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal
penandatanganan.

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan
dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA
PIHAK.

Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang masa
berlaku Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib untuk
membahas perpanjangan tersebut 1 (satu) tahun sebelum
berakhir masa berlakunya.

Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini
dengan memberitahukan pihak lainnya secara tertulis paling
lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2
(dua), masing-masing bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang
sama.

PIHAK KESATU PIHA EDUA

SNAMMBURUPIABSRAN & v
Dr. iur. Dmos Dumoli Agusman Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum
DIREKTUR JENDERAL PANITERA
HUKUM DAN PERJANJIAN MAHEAMAH AGUNG RI
INTERNASIONAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
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LAMPIRAN I

PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN
TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH
PERDATA

NOMOR: PRJ/HI/00409/02/2019/55/08
NOMOR: 441/HM.01.1/2/2019

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM
DALAM MASALAH PERDATA DARI PENGADILAN DI INDONESIA

Pengadilan membuat surat permohonan permintaan bantuan teknis
hukum dalam masalah perdata (Surat Permohonan) menggunakan
Standar Dokumen dan melengkapinya dengan dokumen-dokumen
sesuai dengan ketentuan negara tujuan, termasuk bahasa yang
dipersyaratkan.

Ketua Pengadilan menyampaikan berkas surat permohonan dan
kelengkapannya kepada Panitera MA melalui PT POS.

PT. POS memastikan berkas surat permohonan diterima oleh
Panitera MA paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterima dari
Pengadilan yang mengirim.

Panitera MA memeriksa kelengkapan berkas surat permohonan
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima.

Dalam hal surat permohonan tidak lengkap, Panitera MA meminta
kelengkapan surat permohonan ke Pengadilan paling lambat 2 (dua)
hari kerja setelah diperiksa, untuk dilengkapi.

Dalam hal berkas surat permohonan yang tidak lengkap harus
dikirimkan kembali kepada Pengadilan, Panitera MA
mengirimkannya melalui PT POS.

PT. POS memastikan berkas surat permohonan yang tidak lengkap
diterima oleh Pengadilan Pengaju paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
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Ketua Pengadilan harus melengkapi kekurangan berkas yang
diminta oleh Panitera MA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
diterima pemberitahuan/berkas dari Panitera MA.

Ketua Pengadilan harus mengirim kekurangan berkas yang diminta
oleh Panitera MA paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berkas di
lengkapi melalui PT POS.

. PT POS memastikan berkas surat permohonan yang telah dilengkapi
diterima oleh Panitera MA paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

. Dalam hal berkas surat permohonan telah lengkap, Panitera MA
mengunggah berkas surat permohonan ke dalam SIM Rogatori dan
menyampaikan berkas surat permohonan asli (bila negara tujuan
mensyaratkan) kepada Kementerian Luar Negeri c.q. Direktur
Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya untuk WNA/BHA atau
Direktur Konsuler untuk WNI/BHI (akan dialihkan kepada Direktur
PWNI dan BHI dengan pemberitahuan kemudian) paling lambat 3
(tiga) hari kerja setelah diterima.

. PT POS memastikan berkas surat permohonan diterima oleh
Kementerian Luar Negeri paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

. Kementerian Luar Negeri c.q. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial
Budaya untuk WNA/ BHA atau Direktur Konsuler untuk WNI/BHI

(akan dialihkan kepada Direktur PWNI dan BHI dengan
pemberitahuan kemudian) meneruskan berkas surat permohonan
yang diterima dari Panitera MA kepada Kepala Perwakilan RI melalui
Berita dan PT. POS paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterima.

. PT. POS memastikan berkas surat permohonan diterima oleh
Perwakilan RI paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterima dari
Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Hukum dan Perjanjian
Sosial Budaya untuk WNA/BHA atau Direktur Konsuler untuk
WNI/BHI (akan dialihkan kepada Direktur PWNI dan BHI dengan
pemberitahuan kemudian).

. Kepala Perwakilan RI c.q. pelaksana fungsi konsuler menyampaikan
surat permohonan kepada otoritas setempat dengan nota diplomatik
atau kepada pihak tertuju, sesuai dengan ketentuan negara
setempat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterima.

. Otoritas setempat meneruskan surat permohonan kepada Pihak
tertuju.

. Otoritas setempat dengan nota diplomatik menyampaikan relaas
(bukti penerimaan) kepada Perwakilan RI.
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. Perwakilan RI meneruskan relaas kepada Kementerian Luar Negeri
c.q. Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya untuk WNA/
BHA atau Direktur Konsuler untuk WNI/BHI (akan dialihkan kepada
Direktur PWNI dan BHI dengan pemberitahuan kemudian) melalui
Berita dan Jasa Pengiriman DHL paling lambat 3 (tiga) hari kerja
setelah diterima.

. Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Hukum dan Perjanjian
Sosial Budaya untuk WNA/ BHA atau Direktur Konsuler untuk
WNI/BHI (akan dialihkan kepada Direktur PWNI dan BHI dengan
pemberitahuan kemudian) meneruskan relaas ke Panitera MA
dengan surat pengantar paling lambat 3 (tiga) hari kerja melalui PT.
POS.

. PT. POS harus mengirimkan berkas relaas kepada Panitera MA
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berkas diterima dari
Kementerian Luar Negeri.

. Panitera MA mengirimkan berkas relaas kepada Pengadilan yang
dituju melalui PT. POS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
diterima dari Kementerian Luar Negeri.

. PT. POS memastikan berkas relaas diterima oleh Pengadilan yang

dituju paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterima dari Panitera
MA.

Total waktu pengiriman: 57 (lima puluh tujuh) hari kerja, di luar
proses penyampaian oleh otoritas setempat di luar negeri.
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LAMPIRAN II

PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN
TEKNIS HUKUM DALAM MASALAH
PERDATA

NOMOR: PRJ/HI/00409/02/2019/55/08
NOMOR: 441/HM.01.1/2/2019

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENANGANAN PERMINTAAN BANTUAN TEKNIS HUKUM
DALAM MASALAH PERDATA DARI PENGADILAN ASING

Kementerian Luar Negeri c.q. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial
Budaya mengirimkan berkas surat permintaan bantuan teknis
hukum dalam masalah perdata yang diterima dari Perwakilan
Diplomatik Asing kepada Panitera MA melalui PT. POS paling lambat
3 (tiga) hari kerja setelah diterima.

PT. POS memastikan berkas surat permintaan bantuan teknis
hukum dalam masalah perdata diterima oleh Panitera MA paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari Kementerian Luar
Negeri.

Panitera MA memeriksa kelengkapan berkas surat permohonan
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima.

Dalam hal surat permohonan tidak lengkap, Panitera MA
menyampaikan melalui surat tertulis kepada Kementerian Luar
Negeri c.q. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya mengenai
dokumen yang harus dilengkapi untuk disampaikan kepada
Perwakilan Diplomatik Asing,.

Kementerian Luar Negeri menyampaikan surat Panitera MA dengan
Nota Diplomatik kepada Perwakilan Diplomatik Asing melalui PT.
POS paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterima.

PT. POS memastikan Nota Diplomatik diterima oleh Perwakilan
Diplomatik Asing paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima
dari Kementerian Luar Negeri.
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Dalam hal berkas surat permohonan telah lengkap, Panitera MA
mengirimkan berkas surat permohonan ke Pengadilan yang dituju
paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterima melalui PT. POS.

PT. POS memastikan berkas surat permohonan diterima oleh
Pengadilan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja setelah diterima
dari Panitera MA.

Pengadilan yang dituju meneruskan surat permohonan kepada
Pihak tertuju paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari
PT. POS.

. Pengadilan yang dituju menyampaikan relaas (bukti penerimaan)
kepada Panitera MA paling lambat 2 (dua) hari setelah diterima dari
Pihak tertuju melalui PT. POS.

. PT. POS memastikan relaas (bukti penerimaan) diterima oleh
Panitera MA paling lambat 9 (sembilan) hari kerja setelah diterima
dari Pengadilan yang dituju.

. Panitera MA meneruskan relaas (bukti penerimaan) kepada
Kementerian Luar Negeri c.q. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial
Budaya paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterima melalui PT.
POS,

. PT. POS memastikan relaas (bukti penerimaan) diterima oleh
Kementerian Luar Negeri c.q. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial
Budaya paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari
Panitera MA.

. Kementerian Luar Negeri c.q. Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial
Budaya dengan nota diplomatik menyampaikan relaas (bukti
penerimaan) kepada Perwakilan Diplomatik Asing paling lambat 3
(tiga) hari kerja setelah diterima dari Panitera MA melalui PT. POS.

. PT. POS memastikan relaas (bukti penerimaan) diterima oleh
Perwakilan Diplomatik Asing paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah
diterima dari Kementerian Luar Negeri c.q. Direktur Hukum dan
Perjanjian Sosial Budaya.

Total waktu pengiriman: 52 (lima puluh dua) hari kerja, di luar
proses penyampaian oleh pengadilan di Indonesia kepada Pihak
Tertuju.
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PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN LUAR NEGERI
DAN
MAHKAMAH AGUNG

TENTANG

STANDARDISASI BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PERADILAN
DALAM MASALAH PERDATA

NOMOR: PRJ/HI/00411/02/2019/55/08
NOMOR: 443/HM.01.1/2/2019

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh Februari dua ribu sembilan belas,
bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. iur. Damos Dumoli : Direktur Jenderal Hukum dan
Agusman Perjanjian Internasional, Kementerian
Luar Negeri Republik Indonesia, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia, berkedudukan dan
beralamat di Jalan Pejambon Nomor 6,
Jakarta Pusat, untuk selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
2. Made Rawa Aryawan, : Panitera Mahkamah Agung Republik
S.H., M.Hum Indonesia, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Mahkamah
Agung Republik Indonesia,
berkedudukan dan beralamat di Jalan
Medan Merdeka Utara Nomor 9,
Jakarta Pusat untuk selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

93




PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai
PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikut:

a. bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani
Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan
Teknis Hukum dalam Masalah Perdata pada tanggal 20 Februari
2018;

bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani
Perjanjian Kerja Sama tentang Mekanisme Pengiriman Surat
Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam Masalah
Perdata pada tanggal 20 Februari 2018;

bahwa diperlukan suatu standardisasi bukti penerimaan
dokumen peradilan dalam masalah perdata lintas negara;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
KMA/018/SK/IlI/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk
mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Standardisasi Bukti
Penerimaan Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata, sebagai
berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun dan menerapkan
penyeragaman bukti penerimaan dokumen peradilan dalam
masalah perdata lintas negara.

Penyusunan dan penerapan penyeragaman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyediakan format
standar bukti penerimaan dokumen peradilan dalam masalah
perdata lintas negara.
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Pasal 2
Format Bukti Penerimaan

PARA PIHAK menyepakati format standar bukti penerimaan
dokumen peradilan dalam masalah perdata lintas negara (format
standar bukti penerimaan) yang terdiri dari:

a. format standar bukti penerimaan penyampaian dokumen
peradilan dari pengadilan Indonesia sebagaimana tercantum
dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Perjanjian Kerja Sama ini;

. format standar bukti penerimaan penyampaian dokumen
peradilan dari pengadilan asing sebagaimana tercantum dalam
lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kerja Sama ini.

Format standar tanda bukti penerimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris.

Pasal 3

PARA PIHAK sepakat untuk menerapkan penggunaan format
standar bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf a oleh seluruh pengadilan di Indonesia.

PARA PIHAK sepakat untuk menerapkan penggunaan format
standar bukti penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) huruf b oleh seluruh pengadilan di Indonesia.

Dalam hal pengadilan asing telah melampirkan bukti penerimaan
dalam permintaan penyampaian surat rogatori dan dokumen
peradilan dalam masalah perdata sesuai dengan ketentuan
negaranya, format standar bukti penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tidak dipergunakan.

Pasal 4
Kewajiban Para Pihak
PIHAK KESATU berkewajiban untuk mendiseminasikan informasi
penggunaan format standar bukti penerimaan pada Perwakilan RI

di luar negeri.

PIHAK KEDUA berkewajiban:
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a. untuk mendiseminasikan informasi dan memastikan seluruh
pengadilan di Indonesia menggunakan format standar bukti
penerimaan.

. untuk menerapkan penggunaan format standar bukti
penerimaan  paling lambat 2 (dua) bulan setelah
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5
Monitoring dan Evaluasi

(1) PARA PIHAK melalui Tim Penanganan Permintaan Bantuan
Teknis Hukum dalam Masalah Perdata (Tim) melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standardisasi
format standar bukti penerimaan.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan kepada Pimpinan PIHAK KESATU dan Pimpinan
PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK dapat menggunakan hasil monitoring dan evaluasi
sebagai dimaksud pada ayat (1) untuk bahan pertimbangan atau
rekomendasi bagi pelaksanaan standardisasi format standar

bukti penerimaan dan/atau amandemen Perjanjian Kerja Sama
ini.

Pasal 6
Penyelesaian Perselisihan

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul berkaitan dengan
penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan
diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

Amandemen

Perubahan/ amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan

berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

96



Pasal 8
Mulai Berlaku, Masa Berlaku, Perpanjangan dan Pengakhiran

(1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai  berlaku pada tanggal
penandatanganan.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan
dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA
PIHAK.

Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang masa
berlaku Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib untuk
membahas perpanjangan tersebut 1 (satu) tahun sebelum
berakhir masa berlakunya.
Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini
dengan memberitahukan pihak lainnya secara tertulis paling
lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 9

Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2

(dua), masing-masing bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang
sama.

PIHAK KESATU PIHAK_ KEDUA

¢

Dr. iur. Damos Dumoli Agusman Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum
DIREKTUR JENDERAL PANITERA
HUKUM DAN PERJANJIAN MAHEKAMAH AGUNG RI
INTERNASIONAL
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI
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LAMPIRAN I

PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG
STANDARDISASI BUKTI PENERIMAAN
DOKUMEN PERADILAN DALAM
MASALAH PERDATA

NOMOR: RJ/HI/00411/02/2019/55/08
NOMOR: 443/HM.01.1/2/2019

FORMAT STANDAR BUKTI PENERIMAAN PENYAMPAIAN DOKUMEN
PERADILAN DARI PENGADILAN INDONESIA

ACKNOWLEDGMENT RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT FROM
INDONESIAN COURT

(BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PERADILAN DARI PENGADILAN INDONESIA)

I, UNDERSIGNED BELOW,
(SAYA, YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI),

NAME (NAMA)

FULL ADDRESS (ALAMAT LENGKAP)

OCCUPATION (PEKERJAAN)
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HEREBY (DENGAN INI),

ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF JUDICIAL
DOCUMENT: (MENYATAKAN TELAH MENERIMA
DOKUMEN PENGADILAN):

LETTER NUMBER (NOMOR SURAT)

FROM (DARI)

CASE NUMBER (NOMOR PERKARA)

IN LEGAL CASE (DALAM PERKARA HUKUM)
BETWEEN (ANTARA) v. (MELAWAN)

ADRESSED TO (DITUJUKAN KEPADA)

ADDRESSEE’S/ RECEIVER’S NOTE (CATATAN
PIHAK TERTUJU/PENERIMA):

ON (PADA

ADDRESSEE’S/
RECEIVER’S
FULL NAME AND
SIGNATURE
(NAMA LENGKAP
DAN TANDA
TANGAN PIHAK
TERTUJU/
PENERIMA)

COMPETENT OFFICIAL’S NOTE (CATATAN
PEJABAT BERWENANG):

ON (PADA

COMPETENT
OFFICIAL’S FULL
NAME AND
SIGNATURE
(NAMA LENGKAP
DAN TANDA
TANGAN
PEJABAT
BERWENANG
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LAMPIRAN II

PERJANJIAN KERJA SAMA TENTANG
STANDARDISASI BUKTI PENERIMAAN
DOKUMEN PERADILAN DALAM MASALAH
PERDATA

NOMOR: RJ/HI/00411/02/2019/55/08
NOMOR: 443/HM.01.1/2/2019

FORMAT STANDAR BUKTI PENERIMAAN PENYAMPAIAN DOKUMEN
PERADILAN DARI PENGADILAN ASING

ACKNOWLEDGMENT RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT FROM FOREIGN
COURT

(BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PERADILAN DARI PENGADILAN ASING)

I, UNDERSIGNED BELOW,
(SAYA, YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI),

NAME (NAMA)

FULL ADDRESS (ALAMAT LENGKAP)

OCCUPATION (PEKERJAAN)
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HEREBY (DENGAN INI),

ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OFJUDICIAL
DOCUMENT: (MENYATAKAN TELAH MENERIMA
DOKUMEN PENGADILAN):

LETTER NUMBER (NOMOR SURAT)

FROM (DARJ)

CASE NUMBER (NOMOR PERKARA)

IN LEGAL CASE (DALAM PERKARA HUKUM)
BETWEEN (ANTARA) v. (MELAWAN)

ADRESSED TO (DITUJUKAN KEPADA)

ADDRESSEE’S/ RECEIVER’S NOTE (CATATAN
PIHAK TERTUJU/ PENERIMA):

ON (PADA

ADDRESSEE’S/
RECEIVER’S
FULL NAME AND
SIGNATURE
(NAMA LENGKAP DAN
TANDA TANGAN
PIHAK TERTUJU/
PENERIMA)

BAILIFF’S NOTE (CATATAN JURU SITA):

ON (PADA

(TANGGAL)...........

BAILIFF’S FULL
NAME AND
SIGNATURE
(NAMA LENGKAP
DAN TANDA
TANGAN JURU
SITA)
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Surat Panitera Mahkamah Agung

Prosedur Penyampaian Surat
Rogatori dan Surat Bantuan
Penyampaian Dokumen

Pengadilan Dalam Masalah
Perdata Bagi Pihak Berperkara
di Luar Negeri







PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 - 13 Tlp. (021) 3843348, 3810350, 3457661
Tromol Pos No. 1020 Jakarta 10010
Website : http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 747 |PAN/HK.01/8/2018 & Agustus 2018
Lampiran . 2 lembar contoh standar dokumen
Perihal . Prosedur Penyampaian Surat Rogatori dan Surat

Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam
Masalah Perdata bagi Pihak Berperkara di Luar Negeri

Kepada Yth.

1. Seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
2. Seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Banding
Di Seluruh Indonesia

Merujuk perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat dengan ini kami
sampaikan ketentuan penyampaian surat rogatori dan surat bantuan penyampaian
dokumen pengadilan dalam masalah perdata bagi pihak berperkara di luar negeri
berdasarkan Nota Kesepahaman Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tanggal
20 Februari 2018 tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah
Perdata beserta 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama (PKS) yang berkaitan, sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat perubahan prosedur pengiriman surat rogatori dan dokumen
pengadilan dalam masalah perdata bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri,
sebagai berikut:

a. Surat pengantar permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah
perdata kepada negara tujuan disampaikan oleh Pengadilan melalui Panitera
Mahkamah Agung;

b. Surat permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata harus
menggunakan standar dokumen yang telah disepakati;

c. Permintaan penyampaian dokumen tersebut harus memenuhi ketentuan yang
dipersyaratkan oleh Negara tujuan, diantaranya dokumen pengadilan yang akan
disampaikan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa negara
setempat; ;

d. Biaya penyampaian/pengiriman dokumen dibebankan kepada pihak berperkara
dan disetorkan oleh pengadilan ke rekening penampung atas nama Kepaniteraan
Mahkamah Agung.

2. Bahwa pengiriman biaya penyampaian dokumen agar disetorkan ke rekening
penampung pada Kepaniteraan Mahkamah Agung menggunakan rekening virtual yang
diproduksi oleh aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Akses ke aplikasi
Direktori Putusan menggunakan username dan password yang sama untuk publikasi
putusan. Untuk pembuatan rekening virtual tersebut telah kami sediakan menu “VA
Rogatori”;

3. Bahwa bukti pengiriman biaya penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam
poin 2 (dua) harus dikirimkan bersamaan dengan penyampaian surat pengantar yang
ditujukan kepada Panitera MA;

4. Bahwa Pengadilan dalam menaksir biaya pengiriman dokumen pengadilan bagi pihak
yang berada di luar negeri agar memperhitungkan biaya-biaya sebagai berikut

a. Biaya pengiriman dari Kantor Pengadilan ke Jakarta (bolak balik);

b. Biaya pengiriman dari Jakarta ke Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (bolak
balik)

c. Biaya Pengiriman dari Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri ke alamat pihak
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di luar negeri;

Bahwa Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menyediakan aplikasi untuk membantu
Pengadilan dalam menaksir biaya penyampaian surat tersebut yang dapat diakses di
Aplikasi Direktori Putusan pada menu “VA Rogatori”.

Bahwa untuk memudahkan proses identifikasi dan perlakuan khusus terhadap surat
rogatori dan surat bantuan penyampaian dokumen peradilan, agar pada amplop surat
dituliskan nomor perjanjian kerjasama Kepaniteraan Mahkamah Agung dan PT. Pos
Indonesia sebagai berikut;

Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018
Nomor PKS.168/DIR-5/0718

. Bahwa informasi lebih detail yang berkaitan dengan surat rogatori dan penyampaian

dokumen peradilan  dalam masalah perdata dapat: diakses di website
http//rogatori.kemlu.go.id. = Pada website tersebut juga tersedia menu untuk
menelusuri status penyampaian dokumen dengan cara memasukan nomor: perkara
pada form yang tersedia. :

Demikian kami sampaikan untuk dapat dijadikan pedoman sebelum Kepaniteraan

MA memberikan petunjuk pelaksanaan dalam aturan tersendiri. Apabila memerlukan
informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung pada ext 318.

APANITERA KA {KAMAH AGUNG
REPUBIAK INDONESIA,

MADE RAWA ARYAWAN, S.H., M.Hum

Tembusan:

A b ot

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung (sebagai laporan);

Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung;

Yang Mulia Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Yth. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI;

Yth. Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kemilu RI.
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Surat Panitera Mahkamah Agung

Prosedur Penanganan
Bantuan Penyampaian
Dokumen Pengadilan Dalam
Masalah Perdata Dari

Pengadilan Asing







PANITERA MAHKAMAH AGUNG RI

Jalan Medan Merdeka Utara No. 9 - 13 Tlp. (021) 3843348, 3810350, 3457661
Tromol Pos No. 1020 Jakarta 10010
Website : http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id

Nomor. : W32 /PAN/HK.01/4/2019 5L ,uf - April 2019
Lampiran @2 lembar contohstandar dokumen i
Perihal - : Prosedur Penanganan Bantuan Penyampalan:. - ‘
B .. Dokuymien Pengadilan dalam Masalah Perdata dari -
- Pengadilan Asing-: v UL
Kepada Yth.

‘1. Para Ketua Pengadilan Negeri )
2. ParaKetua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‘iyah
DiSeluruh Indonesia - ' C e ;
. ~“Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara Kementerianf!.'ua,r' Negéri,: yang
_diwakili oleh : Direktur Jenderal Hukum dan ‘Perjanjian Internasional dengan Mahkamah
Agung yang.diwakili oleh Panitera Mahkamah Agung pada-tanggal 20 Februari 2019,
dengan' ini’ kami  sampaikan prosedur ‘penariganan ‘bantuan penyampaian dokumen
pengadilan dalam masalah perdata dari pengadilan asing, sebagal berikut: .- P A
1. -Apabila - pengadilan” di Indonesia- menerima - bantuan - penyampaian* dokumen
‘pengadilan dalam masalah perdata dari. pengadilan” asing, . agar jurusitafjurusita
- pengganti-yang ditugaskan "untuk ‘menyampaikan’ dokumen tersebut kepada pihak
~ berperkara yang berada di wilayah hukum pengadilan Indonesia menggunakan format
. tanda terima - dokumen sebagaimana. Lampiran II - Perjanjian - Kerjasama antara
- Kementerian = Luar - Negeri " dengan ‘Mahkamah . . ‘Agung " Nomor
PFU/HI/OO411/02/2019/55/08 —Nomor 443/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019
tentang Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata; -

‘2. ‘Apabila- pengadilan Indenesia meminta bantuan penyampaian ‘dokumen pengadilan
- dalam masalah perdata kepada pengadilan asing, ~"sebagai bukti' tanda terima

- dokumen akan. digunakan format tanda terima dokumen ‘sebagaimana Lampiran I

- Perjanjian Kerjasama antara .Kementerian Luar’ Negeri ‘dengan- Mahkamah- Agung .
Nomor ‘PRJ,’HI-/OO4%;'1/0_2/2019[55/08 — Nomor' 443/HM.01.1/2/2019 tanggal 20
Februari 2019- tentang -Standardisasi- Bukti- Penerimaan Dokumen ‘Peradilan -dalam
Masalah Perdata, kecuali'péngadilan &sing tefah melampirkan bukti penerimaannya
sendiri; . S S

3, 'Biaya proses ‘pe \yampaian doki:men “dari pengadilan -asing. tersebut menjadi beban
:dari pengadilan asing yang meminta bantuan melalui proses “penggantian biaya
“sebagaimana Perjanjian Kerjasama antara Kementerian- iuar Negeri “dengan

Mahkamah - -Agung - Nomcr ~PRJ/HI/00410/02/2019/55/08 = — - Nomor
442/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pengiriman Surat Rogatori dan
- Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Masalah Perdata dari Pengadilan Asing;

4. Biaya proses penyampaian dokumen dari pengadilan asing yang' dapat dimintakan
. penggantian -oleh Pengadilan ‘kepada Panitera. Mahkamah Agung- meliputi biaya
-~ jurusita/jurusita pengganti - sesuai Keputusan Ketua Pengadilan: dan - blaya

penyampaian relaas/tanda bukti ‘penyampaian dokumen: kepada Panitera' Mahkamah
Agung; - o : SR S
5. Permintaan penggantian biaya proses_penyampaian ‘dokumen dari. pengadilan asing -

oleh pengadilan Indonesia dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: _ »
a. Surat penagihan penggantian’ biaya . proses. penyampaian dokumen ditujukan
. kepada Panitera-Mahkamah Agung" bersamaan dengan pengiriman relaas/tanda

terima dokum,en;_«dengan_,mencantumkan informasi.sebagai berikut:
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1) Nomor-dan‘tanggal surat Panitera Mahkamah ' Ag_ung yang;.:"'
penya mpaian’ dokumen pengadulan asing kepad :

' Agung (sebagai Iapora'
Vakil :Ke Mahkamah Agung;
3.4 - Ketuia Kamar: ‘Mahkamah Agung RT;
4 Yth Sekreta :Mahkamah Agung RI; st
5. Yth, Para Pejabat Eselon I Mahkamah AgungRI; o0
6. Yth. Direktur Hukurm ‘dan Peljanjlan Sosial Budaya Kemlu RI?*"
7 Yth Dlrektur Komersu P'T Pos Indone5|a :

110



Alur Rogatori

Penyampaian surat Rogatori Keluar dilaksanakan
dengan alur sebagai berikut:

Para Pihak Mahkamah Perwakilan
di Indonesia Agung RI

ALUR
ROGATORI KELUAR | Q111

Surat Rogatori dan Dokumen Perdata
dari Pengadilan di Indonesia
ke Luar Negeri

Pengadilan Kemlu:
di Indonesia - Dit HP Sosbud (WNA)
Dit Konsuler (WNI)

Para Pihak
di Luar
Negeri

Kemlu Asing /| Pengadilan
Otoritas Asing | Asing

Penyampaian surat Rogatori Masuk dilaksanakan
dengan alur sebagai berikut:

Para Pihak Kemlu / Kemlu Pengadilan
ALUR di Luar Negeri Otoritas Asing Dit HP Sosbud di Indonesia

ROGATORI MASUK .

Surat Rogatori dan Dokumen Perdata
dari Pengadilan Asing
ke Indonesia

Pengadilan Mahkamah Para Pihak
Asing o Agung di
Indonesia
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Format Standar Surat Permohonan

Bantuan Hukum Internasional Pelayanan
Penyampaian Dokumen

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN
DOKUMEN

(REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS)

FOR COURT USE ONLY
DISTRICT COURT

EGERIAGAMA)
[ALAMAT PENGADILAN]

PETITIONER/PENGGLGAT:

RESPONDENTITERGUGAT:
(WHNIAWNA)Y ( (INDONESIAN CITIZENS FOREIGN CITIZEN)

CASE NUMBER/NOMOR
REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE PERKARA:

FOR SERVICE OF PROCESS IN ___[NAMA NEGARA] —[ISI NGMOR PERKARA]

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN
PENYAMPAIAN DOKUMEN DI [NAMA NEGARA]

FROM THE DISTRICT COURT OF [NAMA PENGADILAN] . IN THE REPUBLIC OF
INDONESIA, TO THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN [MAMA KOTA DAN
NEGARA ASING] IN REGARD TO THE SERVICE OF PROCESS IN [NAMA DAERAH/

TEMPAT DOMISIL| TERGUGAT]

This Court presents its compliments to the appropriate judicial authority of _ [NAMA KOTA DAN NEGARA
ASING] __ and requests international judicial assistance for the Service of Process before this Court, in the
interests of justice, as follows:

Pengadilan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginyga kepada ofortas pengadilan yang berwenang di
___[NAMA KOTA DAN NEGARA ASING] __ dan memohan bantuan hukum infernasional unfuk menyampaikan
dokumen berikut di hadapan Pengadilan, atas nama keadilan, sebagai berikut:

Court Summeon/Pemanggilan Sidang on/pada tanggal:

Reminder/ Teguran
Court Verdict/Pemberitahuan Isi Putusan OtherlLainnya:
Motice of Appeal/Pembertahuan Permohonan Banding
Motice of Appeal Memory/Penyampaian Memori Banding
Nofice of Cassation/Pemberitahuan Permohonan Kasasi [please check + on the kind of request needed]

Motice of Cassation Memory/Penyampaian Memon Kasasi [EERI TANDA -“l UNTUK JENIS
Motice of Judicial Review/Permohonan Peninjauan Kembal
PERMOHONAN]

Format Standar Halaman 1
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Format Standar Surat Permohonan

Bantuan Hukum Internasional Pelayanan
Penyampaian Dokumen

This undersigned Court has the honor to transmit the attached document, and requests prompt service of
process to the Respondent (name) NAMA PARA PIHAK also
known as [NAMA ALIAS] at the address located at: ___[ALAMAT PARAPIHAK]
Pengadilan yang bertanda tangan di bawah ini dengan hormat menyampaikan dokumen terlampir, dan memohon
penyampaian dokumen terlampir dengan tepat waktu kepada PARA PIHAK [Nama Para Pihak]
ALIAS___ [Nama Alias Para Pihak]___ yang berdomisili di [ALAMAT PARA PIHAK]

This undersigned Court further requests the acknowledge receipt of document signed by the Respondent to be
sent to the nearest Embassy/Consulate General/Consulate of the Republic of Indonesia in the respective country
(in case of Taiwan, to Indonesian Economic and Trade Office in Taipei), at the earliest possible.

Pengadilan yang bertanda tangan di bawah ini memohon tanda bukti penerimaan dokumen yang telah
ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dapat dikiimkan kembali kepada Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/
Konsulat Republik Indonesia terdekat di negara setempat (dalam hal Taiwan, kepada Kantor Dagang dan
Ekonomi Indonesia di Taipei), secepatnya.

Date:

(NAME,SIGNATURE OF BAILIFF)
(NAMA, TANDA TANGAN JURU SITA)

Format Standar Halaman 2
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Format Standar Surat Permohonan

Bantuan Rogatori Internasional

PERMOHONAN BANTUAN ROGATORI INTERNASIONAL
(LETTER OF ROGATORY)
FOR COURT USE ONLY
----------------- DISTRICT COURT STEMPEL PENGADILAN
PENGADILAN (NEGERIJAGAMA)
(ALAMAT PENGADILAN)
PETITIONER/PENGGUGAT
RESPONDENT/TERGUGAT
(WNIMWNAY® J (INDOMNESIAN CITIZEN/ FOREIGN CITIZEN)™
CASE NUMBER/NOMOR
REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE ON PERKARA:
THE SERVICE OF PROCESS ROGATORY LETTER __[I81 NOMOR PERKARA]
IN (NAMA NEGARA) ____
PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERMNASIONAL
PELAYANAN PENYAMPAIAN SURAT ROGATORI
DI (NAMA NEGARA)
FROM THE COURT OF (NAMA PENGADILAN) IN THE REPUBLIC OF INDONESIA, TO
THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN (NAMA NEGARA ASING) IN
REGARD TO THE SERVICE OF PROCESS IN (NAMA DAERAH/TEMPAT DOMISILI) :
(Kota dan Negara)
This Court presents its compliments to the appropriate judicial authority of (NAMA KOTA DAN

NEGARAASING) __ and requests for international judicial assistance in the interest of justice, as follows:
Pengadilan menyampaikan penghargaan kepada otoritas pengadilan yang berwenang di ___ (NAMA KOTA
DAN NEGARA ASING) _ dan memohon bantuan hukum internasional berikut, atas nama keadilan:

Examination of Witness({es)! Permohonan Pemeriksaan Saksi Others/Lainnya:
Petition for Soliciting of Person/ Permohonan Identifikasi Orang

Examination of Evidence(s){ Permohonan Alat Bukti

AsselProperty ldentificationddentifikasi Aset

Mediation/Mediasi

Format Standar Halaman 1
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Format Standar Surat Permohonan

Bantuan Rogatori Internasional

The petition was filed by, (NAMA PENGGUGAT), as Petitioner, against (N A MA
TERGUGAT) Respondent, in case number {No. perkara)
Gugatan digjukan oleh ___(NAMA PENGGUGAT) sebagai Penggugal___melawan ___ (NAMA TERGUGAT)
_____sebagai Tergugat, dalam kasus Mo. ____

This Court has the honor to transmit the attached document, and requests prompt service of process
thereof on Respondent (name) __ (NAMA TERGUGAT) (ALIAS) , at the address located at: (ALAMAT
TERGUGAT),

Pengadilan dengan hormat menyampaikan dokumen terlampir, dan memohon pelayanan proses
peradilan secepatnya terhadap Tergugat ___ (NAMA TERGUGAT) _ vang beralamat di ____(ALAMAT
TERGUGAT) .

This Court further requests the appropriate judicial authority of to provide all related
documents resulted from the execution of the abovementioned request.

Pengadilan selanjutnya memohon otoritas pengadilan berwenang di untuk memberikan
semua dokumen terkait yang merupakan hasil dari pelaksanaan permohonan tersebut.

This Court requests the said documents to be sent to the nearest Embassy/Consulate General/
Consulate of the Republic of Indonesia in the respective country (in case of Taiwan, to Indonesian Economic and
Trade Office in Taipai), at the sarliest possible.

Pengadilan memohon agar dokumen tersebut dapat dikiimkan kembali kepada Kedutaan Besar/

Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia terdekat di negara setempat (dalam hal Taiwan, kepada Kantor
Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei), secepatnya.

Date:

(NAME, SIGNATURE OF BAILIFF)
(NAMA, TANDA TANGAN JURU SITA)

Format Standar Halaman 2
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Format Standar Surat Permohonan

Bantuan Hukum Internasional Pelayanan
Penyampaian Dokumen - Bahasa Arab

PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENY AMP AIAN DOKUMEN

(B30 aaladd Silasdd Al pa diaad [ glas culla)

da e s koY

i_"ﬂ dSaa STEMPEL FENGADILAN
PENGADILAN AGAM A
il e

ALAMAT PENGADILAN

=24l PENGGUGAT

e £ TERGUGAT

y - o 213 2. 3.%% o da” Al
GG ) el Claadl A g Al ) glas Gl o o S
SORIT— LA —_—
PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN
PENY AMPAIAN DOKUMEN
DINEGARA ...

.-u_)..-'ﬂ.._,”n.‘___ ﬂ:‘-}mlm‘)‘
L ) ppans Landislaallals 1"_11
_____L—AJM'LL—JJ.—M
‘;‘JL‘___:I' ""}____;;'-J 77_’ - - 'l”-" - =N 211 »‘J-H,-‘._' S w.‘i‘pi

Aanl s (355 b s 3900 0 Al
Pengadian menyampaikan penghargaan yang selingg-ingginya kepada oloritas pengadian yang
berwenang di [NAMA KOTA DAN NEGARA ASING) dan memchon bantuan hukum
infemasional unfuk menyampaikan dokumen berikut di hadapan Pengadilan, alas nama keadian,

sebaga) benkut.

[ 2@ 43dsd deial / Pemanggilan Sidang pada fanggal
D =~ - Sy Te-g..ran

[ & 2y fine ki [Pembe rita huan [si Putusan O Al iLainnya
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Format Standar Surat Permohonan

Bantuan Hukum Internasional Pelayanan
Penyampaian Dokumen - Bahasa Arab

[ sl iz Pembanitahuan Permo honan Banding
[ =iz 0 o [Penyampaian Memon Banding

[ ssih s Pamibenitahuan Pemmahonan Kasasi [ =iislslaala ] Ciiphad play ]
[ siids 0 ok [Penyampaian Memon Kasasi BERI TANDA W UNTUK JENIS
[ a3 s i fPenmohonan Peninjauan Kembal PERMOHONAN]

i ) A W ) 530 0 i ol ¢ Japall Zadyll ¢ )Y K5« sliol dad el AaSad) a3
[ a3 G slasd] [ fai) eladd] eyl I il
[t o) yie] A il

Pengadian yang berfanda fangan o bawah ini dengan hormal menyampaikan dokumen ledampir, dan
imamofon penyamipaan dokumen lerlampr dengan lepal waklu kepads PARA PIHAK [Nama

Para Pihak] AUAS _ [Nama Abas Para Pikak] yang berdomisil di JALAMAT
PARA PIHAK] B

CPEPCH B MR [ N B UV LR PR P LS PR EE [P W [ P (5
(sl b (5 ol y 5 leaiV) s i) K1 6 o A0 ) Aadl 2l Aale Ll
Pengadian yang bedanda tangan di bawah i memofon landa bukl penenmaan dokumen yang lelaf
ditandatangan oleh PARA PIHAK unfuk dapal dionmkan kemball kepada Kedulaan BesarKonsulal

JenderalKonsulal Republik indonesia lerdekal di negara seflempal (dalam hal Taiwan, kepada Kanfor
Daganyg dan Ekonom indonesia o Taipel), secepalinya.

7 G TANGGAL:
(Aefiae ala ad Oy aul)

(NAMA DAN TANDA TANGAN JURL SITA)
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Format Standar Surat Permohonan

Bantuan Hukum Internasional Pelayanan
Penyampaian Dokumen - Bahasa Jepang

(CRELTOEA0Y-EACETeEREAEXE0ER)
(REQUIEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS)

#ymToER O
— T « g 8 4150 L 4
BFL IR A FOR COURT USE ONLY
Kompleks Perkantoran Sukmajaya Mandin Kavling 5
Sukrnajaya, Kota Cilegon

&% / PETITIONER

3 M. Yusuf 048 T#H3 Muniroh

i &5 / RESPOMDENT
Muhammad T. Otsu
i
% Otokichi Otsu F B T#H 4 Teizo Otsu K

Bz r®ige0tint-FACEmT 3 T-A%#FS / CASE NUMBER
EEIETEOE R 71/Pdt.G/2020/PACy
REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR
SERVICE OF PROCESS IN JAPAN

BAEERERME)NHRIAFR 2006 CEFET70FA0Y-EABLTIYFxoFIEY
-l A FEFrSEREOEYILE T AR0E SFA

FROM THE DISTRICT COURT OF PENGADILAN AGAMA CILEGON IN REPUBLIC OF INPONESIA,
T THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN TOKYQ JAPAN IN REGARD TO THE SERVICE
OF PROCESS IN 2096 Shinoby Befu-Cho, Kakogawa-City, Hyogo Pref. fapan.

ZO#EIAE. BAEEERNG) | HRMRORELRICaEEEL. LUToXxEEES
FrEIC, BE0E0 TERETAERSEEEEERLET.

This Court presents its compliments to the appropriate judicial authonty of TOKYQ JAPAN and
requests intemational jidicial assistance for the Senvice of Process before this Court, in the
interests  of justice, as foflows .

O EMedE f Cowt Summon :
2020F2KE 138
O FF/ Cowt Verdict
O £EERmEE / Notice of Appeal
O FEERAT VMRS Notice of Appeal Memory

{&= / Reminder
+ mfﬁl." Other

O &M [/ Motice of Cassation [BHEEERCECHESE T ALY
O EHEATVIRE / Notice of Cassation Memory  [please check X on the kind of request
O BF0HELILT f Notice of Judicial Review needeadl]
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Format Standar Surat Permohonan

Bantuan Hukum Internasional Pelayanan
Penyampaian Dokumen - Bahasa Jepang

FEBALERAFRE. S xBEEET32ECHLTEY. OFE EREEEERS
4-6-5-2807 E{E 35|L?§. # & TH S Muhammad T. Otsu F:tf [{5 Otokichi Otsu BT B
T#H3 Teizo Otsu ECAFE Y BELTOFA0Y-VAEEFLET.

This unaersigned Cowt has the honor to transma the aftached document and requests
prompt service of process o the Respondent GOOD LUK CQ LTD also known as - at the
address focated at: Shinobi Befu-Cho Kakogawa-City, Hyogo Pref fapan

FILEELEEFIF 26, #HEorEELL X BOEHEBE, THEThOEORS YO
FyTFEfiE A EEEEEHmEECTUENET I EERLEIT .

This undersigned Court further reguests the acknowledge recept of document signed by the
Respondent to be sent to the nearest Embassy/Consulate General/Consulate of the Repubfic
of Indonesia in the respecive country. 3t the earfest possible.

202051 RH138 Drs. Baehaki, M.Sy
Date: fanuary 13 2020 (&R, HITEDEE)

r N

o A\
UTHORIZED ™, .,
TRAMELA Y \

-

2020 & 3 A 21 B. BRIy,
TOXREIYFRITENS BEECHRANEEOTH
NEFREEOREESBLTNS.
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Format Standar Surat Permohonan

Bantuan Hukum Internasional Pelayanan
Penyampaian Dokumen - Bahasa Mandarin

Bk EEE 1A BENER
BUNGUR BESAR #7 24,26 128 &
Bii: (021) 448484 50 (021) 4484484
WHEEERFERNFAETHES
&. LTEFH
£ hEHSEITEREM A S (China Construction Bank Corporation
irmay hETEG A 34 SRR 214031 (Wuxi 34 Woai Road 214031 Wuxi, China)

Bk

o3

L E D SR 5} ]

38 W10. UT. . 14. 083, HT. IX. 2019. 04. N

¥H HELARSESEAET

X4 S 362/PDT. G/2017/PN JKT. PST

EUTAHAERERST. UL ERET
MERCURY OVERSEAS FINIACE LTD., 5S5¢kff v. (ER) BANK DBS

SINGAPURA., StkfE

APERSRTFEAERAATEEENEES U TEHESS

214031 (China Construction Bank Corporation Wuxi 34 Wumi

Road 214031 Wuxi, Chima)

SfF e -

EAEY R IR WS
362/PDT. G/2017/PN JKT. PST

ELEr & W R ANT AHPAT JESSLIN V. BEMBTHOE TR TS
drEEEE®d 1 H. B 20199 0H.
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Format Standar Surat Permohonan

Bantuan Hukum Internasional Pelayanan
Penyampaian Dokumen - Bahasa Mandarin

[lFE] EndasERT A BE5ER
BUNGUR BESAR #5 24, 26 #1258 8
Hi%: (021) 4484484 {5 H: (021) 4484484
Fhl: www. po-jakartatapusat. go. id
Eﬂ.lmmh: I-r' Ii'.l\I Us. Co. ]d

(ERBORFETRB SRS

Bimiih Y 1A S%BIER ERe &
BUNGUR BESAR #7 24, 26 fu 28
%  (021) 4244440 K. (021) 4244050
B .

MERCURY OVERSEAS FINANCE LTD

o .
o R B O 7 60 A L £ ) (CHINA CONSTRUCTION
BANK CORPORATION)

LG i

WY
362/Pdt. G/201T/PN Jkt. Pst

BORTE [PIR] 300k R Pk W 80 B 0T £ 32 1 L%

PEHEEEECRE (Bt Kl 1A SB%EER) | (PR AIXTOERFOES
WM, mE A PE TN H T 34 GEERH 214031 (Wuxi 34 Wuai Road 214031
Wuxi, China)

EEMPENEREEYSNERENSE. FEREREREL S T I SO0 &R

2L F -

[ ] 202056 1 B 6 QMO9S [_ il 7
[ | mwensdm | | ®E
'! b i 145

: | #®% LR

[x &% LwEm

] @EE ik
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Format Standar Surat Permohonan

Bantuan Hukum Internasional Pelayanan
Penyampaian Dokumen - Bahasa Mandarin

| & il (MR R LT S)
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Format Standar Surat Permohonan

Bantuan Hukum Internasional Pelayanan
Penyampaian Dokumen - Bahasa Mandarin
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Format Standar Surat Permohonan

Bantuan Hukum Internasional Pelayanan
Penyampaian Dokumen - Bahasa Mandarin
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Format Standar Surat Bukti Penerimaaan

Penyampaian Dokumen Peradilan dari
Pengadilan Indonesia

FORMAT STANDAR BUKTI PENERIMAAN PENYAMPAIAN DOKUMEN
PERADILAN DARI PENGADILAN INDONESIA

ACKNOWLEDGMENT RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT FROM
INDONESIAN COURT
[BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PERADILAN DARI PENGADILAN INDONESIA)

I, UNDERSIGNED BELOW,
[SAYA, YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INIj,

NAME (NAMA)
FULL ADDRESS (ALAMAT LENGKAP)

OCCUFPATION (PEKERJAAN)

HEREBY (DENGAN INI),

ON (PADA
ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF JUDICIAL HARJ)...........,
DOCUMENT: (MENYATAKAN TELAH MENERIMA DATE
DOKUMEN PENGADILAN): (TANGGALj.........

LETTER NUMBER (NOMOR SURAT)
FROM (DARI)
CASE NUMBER (NOMOR PERKARA]

IN LEGAL CASE (DALAM PERKARA HUKUM)
BETWEEN (ANTARA) v. (MELAWAN)

ADDRESSEE'S/
RECEIVER'S
FULL NAME AND

SIGNATURE
] ¥
ADDRESSEE'S/ RECEIVER'S NOTE (CATATAN N, LENG

FIHAK TERTUJU/ PENERIMA}: DAN TANDA

TANGAN PIHAK
TERTUJU/
PENERIMA)

ADDRESSED TO (DITUJUKAN  KEPADA)

Format Standar Halaman 1
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Format Standar Surat Bukti Penerimaaan

Penyampaian Dokumen Peradilan dari
Pengadilan Indonesia

COMPETENT OFFICIAL'S NOTE (CATATAN ON (PADA
PEJABAT BERWENANG): HARIT)............,

DATE
[TANGGAL)...........

COMPETENT
OFFICIAL’S
FULL NAME AND
SIGNATURE
(NAMA LENGEKAP
DAN TANDA
TANGAN
PEJABAT
BEERWENANG

Format Standar Halaman 2
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Format Standar Surat Bukti

Penerimaan Penyampaian Dokumen
Peradilan dari Pengadilan Asing

FORMAT STANDAR BUKTI PENERIMAAN PENYAMPAIAN DOKUMEN
PERADILAN DARI PENGADILAN ASING

ACKNOWLEDGMENT RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT FROM
FOREIGN COURT

(BUKTI FENERIMAAN DOKUMEN PERAIMLAN DARI PENGADILAN ASING)

I, UNDERSIGNED BELOW,
(SAYA, YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI),

NAME (NAMA)

FULL ADDRESS [ALAMAT LENGKAF]

OCCUPATION (PEKERJAAN)

HEREBY (DENGAN INI), ON (PADA
ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF JUDICIAL DATE
DOCUMENT: (MENYATAKAN TELAH MENERIMA (TANGGALj.........
DOKUMEN PENGADILAN):

LETTER NUMBER (NOMOR SURAT)
FROM (DARI)
CASE NUMBER (NOMOR PERKARA)

IN LEGAL CASE (DALAM PERKARA HUKUM)
BETWEEN (ANTARA) v. (MELAWAN)

ADDRESSED TO [(DITUJUKAN KEPADA)
ADDRESSEE'S/

RECEIVER'S
FULL NAME AND
SIGNATURE
(NAMA LENGKAP DAN
TANDA TANGAN
FIHAK TERTUJU/
PENERIMA)

ADDRESSEE'S/ RECEIVER'S NOTE (CATATAN
PIHAK TERTUJU/PENERIMA):
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Format Standar Surat Bukti

Penerimaan Penyampaian Dokumen
Peradilan dari Pengadilan Asing

BAILIFF’'S NOTE (CATATAN JURU SITA): ON (FADA

(TANGGAL)...........

BAILIFF'S FULL
NAME AND
SIGNATURE

(NAMA LENGKAP
DAN TANDA

TANGAN JURU
SITA)
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Laman Rogatory
Online Monitoring

Rogatory Online
Monitoring (ROM)
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s |

ROGATORY ONLINE MONITORING

www.rogatori.kemlu.go.id
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Tampilan Laman Rogatory

Online Monitoring

GATORY

MONITORING BERANDA DASAR HUKUM ALUR PENYAMPAIAN KETENTUAN BIAYA PUBLIKASI  Q

2204+ 98+ 2106+

TOTAL DOKUMEN DOKUMEN MASUK DOKUMEN TERKIRIM

STATISTIK

BERDASARKAN
NEGARA

umen Rogatori dalam masalah Perdata, baik
yangditerima dari Pengadilan di Indonesia kepada
Pengadilan Asing maupun dari Pengadilan Asing

kepada Pengadilan di Indonesia. ROGATORI KELUAR ROGATORI MASUK

Y AY PUBLIKASI  Q

.ROGATORY ERANDA ¢ HUKUM \LUR PENYAN

DOKUMENTASI KEGIATAN - PERMANEN BERANDA >
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Tampilan Laman Rogatory

Online Monitoring

< c

& rogatori.kemlu.go.id/biaya-pengiriman-dokumen

W a % 6
ROGATORY

MONITORING BERANDA

DASAR HUKUM ALUR PENYAMPAIAN

KETENTUAN

BIAYA  PUBLIKASI  Q

BIAYA PENGIRIMAN BERANDA 3

Biaya Pengiriman

Daftar Tarif Pengirim; dan Permintaan Bantuan Penyampaian Dol

Malaysia v

Pengiriman Domestik di Malaysia: Pengiriman Domestik di Malaysia dilakukan dengan jasa kurir Pos Laju, untuk pengiriman dokumen dengan berat maksimal 500 gram.
menanjung Malaysia = 715 Ringgit Malaysia

Sabah = 10.47 Ringgit Malaysia

rawak = 15.50 Ringgit Malaysia
Tawau = 15.50 Ringgit Malaysia

rata: Rp. 70,000

giriman dari Malaysia ke Indonesia : Pengiriman dari Malaysia ke Indonesia dilakukan dengan jasa kurir P
gram.

s Laju, untuk pengiriman dokumen dengan berat maksimal 500
Indonesia= 52.50 Ringgit Mal

draan biayarata-rata: Rp. 200,000

<« [¢] @ rogatori.kemlu.go.i

ketentuan-n; I-d

a x 6
ROGATORY

MONITORING

BERANDA DASAR HUKUM ALUR PENYAMPAIAN KETENTUAN

BlaYA PUBLIKASI  Q
KETENTUAN NA: KETENTUAN INTERNASIONAL
Bantuan hukum lintas negara merupakan suatu prosedur yang sudah berlangsung sejak lama dan telah diakui dan diskomodir dalam Vienna Con on
Consular Relations 1963. Di samping itu, terdapat produk hukum dari Konfer a ang Hukum Privat Internasional (HCCH) yang mengatur
rosedur penyampaian dokume on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters) dan
pengambilan alat bukti dalam ma h pe nvention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters).
Hingga saat ini, Indonesia baru meratifikasi Vienna Convention an lar Relations 1963 dan permintaan bantuan teknis hulum dari dan ke pengadilan di
Indonesia dilakukan melalui saluran diplomatik.
1. Vienna €

n on Consular R

UNDUH DOKUMEN

2. Convention of 15 Novembe

ions 1963

1965 on th

Abroad of
UNDUH DOKUMEN

icial Documents in Civil or Commere

3. Convention of 18 h

0 on the Taking of Evide:

UNDUH DOKUMEN

Abroad in Civil or Commercial Matter:
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Statistik

Rogatori

STATISTIK PENYAMPAIAN
DOKUMEN PENGADILAN INDONESIA MENGENAI
MASALAH PERDATA KE LUAR NEGERI

1800

521 i

2018

2017

STATISTIK JENIS KASUS PADA PENYAMPAIAN
DOKUMEN PENGCADILAN MASALAH PERDATA DAN
KOMERSIAL KE LUAR NEGERI TAHUN 2019

400
|

300
|

200 |

100

0
B Komersil (129) Perdata (254)
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Statistik

Rogatori

STATISTIK PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN ASING
MENGENAI MASALAH PERDATA KE PENGADILAN DI INDONESIA
TAHUN 2017 - 2019

2017 2018 2019

STATISTIK JENIS KASUS PADA PENYAMPAIAN
DOKUMEN PENGADILAN MASALAH PERDATA DAN
KOMERSIAL DARI PENCGADILAN ASING 2019

45

30
B Perdata (44)

I Komersil (13)
15
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Dokumentasi
Kegiatan

Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan
Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata Tahun 2018

7

{KAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

'sia
September
Bynaya Pub

Peluncuran prosedur baru penyampaian dokumen peradilan bagi pihak berperkara
di luar negeri.
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Dokumentasi
Kegiatan

Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
N Kementerian Luar Negeri P/
3

Penandatanganan 3 (tiga) Perjanjian Kerja Sama Rogatori antara Dirjen Hukum &
Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri dan Panitera Mahkamah Agung 2019

Foto Bersama Setelah Penandatanganan 3 (tiga) Perjanjian Kerja Sama Rogatori antara
Dirjen Hukum & Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri dan Panitera
Mahkamah Agung 2019
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Dokumentasi
Kegiatan

s Syariah

Perjanjia jasama
1an Surat Rggatori

Penandatanganan Kerja Sama Dengan PT. POS Indonesia dan BNI Syariah
31 Juli 2018

Diseminasidan Bimbingan Teknis Penanganan Bantuan Teknis Perkara Perdata pada
Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Jawa Tengah dan D.l. Yogyakarta, di
Yogyakarta, Juli 2019
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Dokumentasi
Kegiatan

- SBNJ
Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Rekening Virtual Syariah
untuk Pembayaran Biaya Perkara Mahkamah Agung RI

dan Penyampaian Dokumen Pengadilan
bagi Pihak Berperkara di Luar Negeri

SENIN, 23 SEPTEMBER 2013
HOTEL SANTIKA PREMIERE MALANG

Diseminasi penanganan bantuan timbal balik dalam masalah perdata di
Malang, Jawa Timur, September 2019

Bimbingan Teknisdan Diseminasi Informasi di Mahkamah Agung untuk Calon
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
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Dokumentasi
Kegiatan

Mengajar Calon Hakim di Badiklat Litbang Mahkamah Agung,
Agustus 2019

PFariiipanti (1771
@ SURYAN] PANE Mutaresd Luk

L T

CROSS-BORDER JUDICIAL ASSISTANCE IN CIVIL MATTERS
2020

DIREXNTORAT HUMUM DAN PERJANJIAN SOSIAL BUDATA
BITJEN HUKUM DAN PERJAMJIAN INTERHNASIONAL

INDEBOHNOOONAOL OO

I
i
F &
I
i

Diseminasi dan Bimbingan Teknis Penanganan Bantuan Teknis Hukum
dalam Masalah Perdata Lintas Negara untuk Hakim dan Panitera di
Wilayah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, 17 September 2020
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Dokumentasi
Kegiatan

[ Zoom Meeting

Diseminasi dan Bimbingan Teknis Penanganan Bantuan Teknis Hukum
dalam Masalah Perdata Lintas Negara untuk Hakim dan Panitera di
Wilayah Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara, 17 September 2020
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